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ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA
PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK
KEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI
(Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan
yang lemah dalam masyarakat)

Oleh
Karmono

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena
di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa
tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara
yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik
yang telah di kuvasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak
lainnya menurut UUPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti
rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung
Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali dan hambatan-hambatan yang timbul
dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek
Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali serta upaya
hukum yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan
pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan
Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali dengan subyek
penelitian meliputi seratus warga masyarakat yang menempati relokasi Waduk
Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali dan instansi pemerintah.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
Sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan
Jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan
ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan
untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu
data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan
wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang
digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara
deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Dalam kenyataannya menunjukan
bahwa pemberian ganti kerugian berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi
para pemegang hak atas tanah yang diambil tanahnya, hal ini disebabkan Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya
ganti kerugian tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dari tanah tersebut. 2)
Dari berbagai kendala di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi permasalahan
pembebasan tanah (sekarang pelepasan atau penyerahan hak) terletak pada
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besarnya ganti kerugian. Di satu sisi pihak pemilik/yang menguasai tanah
menginginkan besarnya ganti-kerugian sesuai dengan harga pasar setempat,
sementara di sisi lain masih terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk
pembebasan tanah. 3) Menurut pemerintah secara hukum sudah selesai, dengan
adanya Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994,
yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak pemohon
(pemerintah), sehingga ketetapan ganti rugi Rp 50.000/m2 tanah dan Rp
35.000/batang tanaman (sebagaimana hasil putusan MA/ sebelumnya) menjadi
batal, akan tetapi pada kenyataannya proses hukum memang belum dikatakan
sudah final.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk
Kedung Ombo dilaksanakan dengan beberapa cara, antara dengan pemberian
ganti kerugian berupa uang dan merelokasi masyarakat ketempat yang telah
disediakan. Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah
ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari
Pemerintah sehingga bentuk dan besaran ganti kerugian penetapannya tidak sesuat
dengan harga pasar setempat (umum), hal ini dinilai tertalu rendah atau tidak
wajar. Selain itu upaya hukum vyang dilakukan oleh Pemerintah dalam
pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung
Ombo adalah menurut pemerintah secara hukum sudah selesai dengan adanya
Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994, Pada
hakekatnya pada saat terjadi pembangunan yang dilakukan dengan pembebasan
tanah, maka saat itu pula telah tercipta masalah yang jauh lebih besar dibidang
pertanahan. Hal ini dikarenakan pemilik tanah yang dibebaskan akan mencari
tempat baru untuk hidup dan berinteraksi dengan lingkungan barunya yang
tentunya membawa masalah yang lebih kompleks lagi.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi
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ABSTRACT

THE EXECUTION OF THE COMPENSATION HAND OVER
IN THE OCCASION OF THE LAND PROCUREMENT FOR KEDUNG
OMBO RUMEN DEVELOPMENT PROJECT IN
BOYOLALI DISTRICT TERRITORY
(Socio- Juridical study on the law effectiveness in order to protect
The society’s lower group)

By
Karmono

The problem of land liberation needs an extra-handling attention,
because it consists of societies importance, more over, if it is seen from the
government needed of the lands, especially for the development, it could be
understood that it is very limited. Hence, the only possible solution is to liberate
the society’s property, either it has been controlled by Traditional Law rights or
other based on UUPA.

The purpose of this research is to examine the Execution of the
Compensation Hand over of the Liberated Land for Kedung Ombo Rumen
Development Project in Boyolali District Territory and the problems arisen, and
the law efforts of the compensation as well.

This research was held in Boyolali District territory with one hundred
citizens live in Kedung Ombo Rumen relocation and the government institufion as
the research subjects. The writer used juridical-sociological research method,
which was a Jaw research by using an appropriate fact approach with a field
observation and research, which was examined and studied based on connected
law regulations. The writer used primary data, which used direct field
mnformation, in this case questioners and interviews, and secondary data, which
vsed literature study. The writer nsed qualitative analysis as the data analysis with
a deduchive conclusion,

The research resnits are: 1) the bare fact shows that the money-giving
compensation is nof top equal for the property’s rights proprietors, it is because of
Tax Object Purchase Value/ Nilai Jual Obyek Pajak (NFOP) that is used as the
compensation calculation basic does not yeflect the actual value of the land 2)
based on those problems mentioned zbove, 1 oonhd be recogized that the Jand
sibexation mzin probiem {recently known a5 giving np or transterring the righis)is
in the range of compensativn vajve. In this case, the proprietors wand 1o achieve 2
Jocal markes vatos i the contrary; there 7s still » Himited Government fund for he
Jand Jiberation. 3) based on ihe Jegaily government opinion, there is a solution of
the problems, refers 1o Reg, Supreme Conrt Sentence Number 650 PK Pdt/ 1994
date October 26, 1994, that permits the Juridical Review/ Peninjauan Kembali
(FK) petition by government as the petitioner party, sp that, the former Supreme
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Court Sentence on the compensation value of land on Rp 50,000/m2 and plant on
Rp 35,000/ stalk is canceled, however, it is not the final law processes yet.The
execution of the compensation distribution on Kedung Ombo Rumen
development was executed in several options, by giving cash compensation or by
relocating the local society. The problem arising in the execution of the
compensation distribution on Kedung Ombo Rumen development is a
disagreement on the number of the compensation funds because of the
government limited fund so that the compensation form and number do not reflect
the community local market standard prices. Besides, the government laws efforts
on the compensation execution have been considered to be done based on the
legal point of view of Reg, Supreme Court Sentence Number 650 PK Pdt/ 1994
date October 26, 1994. In the main idea, if there is a development with land
liberation so there will be bigger problems in land. These problems appear
because of the freed land owner will find a new territory with a new interactive
community, that will cause another complex problems as well.

Key words: Land Procurement, Compensation
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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan
hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari ite tanah memberikan sumber daya
bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan
tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa
sekarang maupun unfuk masa yang akan datang.

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang
paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial,
oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna
kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan
mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk
tanah atau fasilitas lain.

Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan

kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarii menjual



miliknya, vang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah
selama itu dikuasainya.’

Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di
samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti
hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan
menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya
yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atan biasa disebut Undang-Undang Pokok
Agraria yang disingkat (UUPA) diatur fentang hak-hak atas tanah yang dapat
diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah,
Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak
yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan
atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya

hak berbeda itu. Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk

! Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal. 82



melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena
di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dan
kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatiah
dimengerti bahwa tanah negara vang fersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu
satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik
masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat
maupun hak-hak lainnya menurut UUPA.

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya
masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap
segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran
pemberian ganti mgi. Sehingga apabila telah tercapai suatu kesepakatan
mengenal bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran
ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atan penyerahan hak atas
tanah yang bersangkutan.

Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan
jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan
tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh
dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1961.



Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo dimulai pada tahun 1982,
mencakup Wilayah 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten
Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Dalam pembangunan proyek tersebut
dibutuhkan tanah selas +6.576 Ha untuk tanah genangan dan sabuk hijau yang
meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten dengan perincian Wilayah Kabupaten
Boyolah 3.182 Ha, Kabupaten Sragen 3.275 Ha dan Kabupaten Grobogan 119
Ha.

Untuk keperluan proyek tersebut sampai dengan tabun 1988
pembebasan tanah i Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan telah selesai
100%, sedangkan untuk Wilayah Kabupaten Boyolali masih terdapat +105Ha
yang belum terselesaikan sampai dengan bulan Mei tahun 2005 ada 641 berkas
(penerima).

Berdasarkan Fatwa M.A. RJI. No. 578/1320/88/I/Um-TU/Pdt.
Tertanggal 16 November 1988 yang menyatakan bahwa ¢ Departemen P.U.
untuk menyelesaikan Proyek Pembangunan Waduk Kedungombo, dapat
menggunakan Lembaga Penawaran Pembayaran diikuti dengan Konsinyasi
Uang Ganti Rugi kepada Pengadilan Negeri terdekat” (PN. Boyolali).

Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, ada pihak masyarakat yang
tidak memerima besamnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, yaitn
Citrorejo Wagiman dkk. Mereka mengajukan gugatan terhadap Tergugat I

Negara Republik Indonesia qq Pemerintah Republik Indonesia qq Gubernur




Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Tergugat II Negara Republik
Indonesia qq Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Pekerjaan Umum qq
Direktar Jenderal Pengairan ¢q Pimpinan Proyek Pengembangan Wilayah
Sungai Jratunseluna qq Pimpinan Waduk Kedung Ombo melalni Pengadilan
Negeri Semarang dengan tuntutan atas Ganti Rugi tanah/bangunan Rp.10.000. -
/m2 dan harga bangunan paling mahal Rp.35.000,-/m2.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama Penggugat kalah, sehingga
mereka banding ke tingkat Pengadilan Tinggi di Semarang. Dalam putusan
banding Tergugat kalah, kemudian Tergugat mengajukan Kasasi ke MLA., yang
dalam putusannya No. Reg. 2263 K/Pdt/1991 tertanggal 28 Juli 1991 Mahkamah
Agnng memntuskan antara lain menghukum Tergugat I dan I untuk membayar
Ganti Rugi secara tanggung renteng :

a. Tanah atau bangunan Rp.50.000,-/m2

b. Tanaman Rp.30.000,-/'m2

¢. Kerugian material sebesar  Rp.2000.000.000.-

Putusan tersebut jauh di atas dari apa yang dituntut oleh Penggugat yang
menuntut Ganfi Rugi tanah/bangunan Rp.10.000,- dan harga bangunan paling
mahal Rp.35.000,-. Atas putusan tersebut maka pihak pemerintah mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dalam
putusanitya No. Reg 650 PK/Pdt/1994 tertanggal 29 Oktober 1994 yang antara

lain menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima sekaligus




membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 2263 K/Pdt/1991 tertanggal

28 Juli 1991.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka

penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tesis dengan judul

“Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah

Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di Wiiayan

Kabupaten Boyolali” (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna

melindungi golongan yang lemah dalam masyarakar).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi

permasalahan pokok dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

L.

Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan
untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten
Boyolali ?

Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti
Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk
Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali ?

Upaya hukum apa yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam
Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk
Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten

Boyolali ?



3. Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai Pemberian Gantt Rugi

Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung

Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk
Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten
Boyolali;

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi
atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung
Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali;

3. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam
Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk
Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten

Boyolali.

4. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan
tercapali, yaitu :
1. Kegunaan secara teoritis
Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan
sumbangan bagi pembangunan Hukum Agraria khususnya Hukum

Pertanahan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan.




2. Kepunaan secara prakfis
Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga
mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :
a. Memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam
proyek pembangunan Waduk Kedung Cmbo;
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa
yang timbul berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat di

relokasi.

5. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tesis yang berjudul “Tinjanan Yuﬁdis Pemberian Ganti
Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk
Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali” sistematikanya adalah sebagai
berikut :

BAB . PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alas an
pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta
sistematikan penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori dan
peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-
masalah yang akan dibahas yaitu tentang hak-hak atas tanah menurut UUPA
khususnya Hak Milik, pengertian pengadaan tanah, pemberian ganti rugi dan

konsnyasi serta teori keadilan.



BAB HI. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang
metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, populasi, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data
serta analisa data.

BAB IV.HASH. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini
akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum mengenai
Kabupaten Boyolali yang meliputi keadaan geografi, demografi dan
pemerintahan serta profil tekmis Waduk Kedung Ombo. Di samping itu juga
terdapat uralan mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang
dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah
Kabupaten Boyolali dan Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan
Pemberian Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan
Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali serta upaya hukum
yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam Pelaksanaan Pemberian
Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk
Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali.

BAB V. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan terhadap permasalah yang telah diuraikan, serta saran dari penulis
berkaitan dengan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah
Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten

Boyolali.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1, Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Hak Menguasai Negara merupakan hak penguasaan atas tanah yang
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuafy” yang
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan
itulah vang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara  hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah
Dengan adanya Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaifu bahwa :
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
masyarakat”.
atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak

atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan

dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

*Boedi Harsono, Hukunt Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,
( Jakarta : Djambatan, 2003), Hal, 24
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Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan
bahwa:

“atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi vang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak-hak
atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

- Hak Milik;

- Hak Guna Usaha;

- Hak Guna Bangunan;

- Hak Pakai;

- Hak Sewa;

- Hak Membuka Tanah;

- Hak Memungut Hasil Hutan;

- Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53.

Dari semua hak-hak atas tanah tersebut diatas, dalam penulisan tesis i
penulis hanya akan menguraikan hak atas tanah yang berkaitan secara langsung
dengan permasalahan yang akan dibahas hanya mengenai Hak Milik. Hal ini
dikarenakan dalam kasus ini, baik tanah yang dibebaskan maupun tanah

relokasi yang diberikan kepada masyarakat dengan status Hak Milik.
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2.1.1. Hak Milik

2.1.1.1, Pengertian dan Sifat Hak Milik

Menurut Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik adalah:

“Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat dipunyai atas
tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain”.

Hak Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh™ yang dapat

dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak

tersebut merupakan hak “mutlak™, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu

gugat seperti Hak FEigendom.tak Milikk mempunyai cir-ciri sebagai

berikut;

1)

2)

3)

Turun-temurun;

Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum
secara turun temurun dari seseorang pemilik tanah yang meninggal
duma kepada ahli wanisnya.

Terkuat;

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara
Hak-hak atas tanah yang lain, sehingga dikatakan bahwa Hak Milik
merupakan induk dari hak atas tanah yang lain.

Terpenuh;

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk

usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
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4)  Dapat beralih dan dialihkan;
Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih dan dialihkan
melalui perbuatan hukum seperti Pewarisan, Jual beli, Hibah dan
Penukaran.
5} Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan;
Artinya bahwa Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani dengan Mak Tanggungan. Pengertian tanggungan ini adalah
merupakan jaminan yang dijadikan obyek pengikatan jaminan dalam
suata perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-undnag No .4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah.
6) Jangka waktu tidak terbatas?
2.1.1.2. Subyek dan Obyek Hak Milik
Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang
dapat mempunyai Hak Milik adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan-badom Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 38 Tahun 1963 yang

meliputi :

* Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan I; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan
Permasalahannya, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), Hal. 5-6
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1. Bank-bank milik Pemerintah;

2. Koperasi,

3. Badan-badan sosial dan keagamaan.

Khusus terhadap kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai dengan

Pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa :

“selama  seseorang  disamping kewarganegaraan  Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3
Pasal ini”,

sedangkan menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa :

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh
Hak Milik, karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu, di dalam
Jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atou
hilangnya kewarganegaraan itu, Hak Milik tersebut tidak difepuskan,
maka hak tersebut hapus karena hukum, dengan ketentuan Hak-hak
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan

Hak Milik adalah hanya Warga Negara Indonesia tunggal dan Badan

Hukuin yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.
Sedanpkan uwituk obyek Hak Milik berkuitan denpen terjadinya Hak

Milik itu sendiri, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPA.

2.1.1.3. Terjadinya Hak Milik
Dalam kaitannya dengan Hak Milik Atas Tanah, maka terjadinya
Hak Milik Atas Tanah merupakan suatu rangkaian pemberian hak atas

tanah yang diatus dalam UUPA, yang menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA
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menyatakan bahwa “Terjadinya Hak Milik_ menurut Hukum Adat diatur
dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan
bahwa selain cara sebagaimana diatur dalam ayat (1), Hak Mihk dapat
terjadi karena :

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarai-syarat yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

b. Ketentuan undang-undang.

Hal ini bertujuan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan

kepentingan umum dan negara.

Terjadinya Hak Milik menurat Hukum Adat sebagai contoh
adalah melalui pembukaan lahan atas dasar Hak Ulayat yang keberadaan
diakui selama tidak bertentangan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan kepentingan nasional. Jadi selama tidak bertentangan maka
Hak Milik Adat tersebut tetap diakui eksistensinya berdasarkan Hukum
Adat sebagaiman diatur dalam Pasal 5 UUPA, yaitu :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang anghkasa
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan —
peraturan yang tercantum dalam undang - undang ini dengan

peraturan  perundangan  lainnya, segala  sesuatu  dengan
mengindahkan unsur — unsur yang bersandar pada Hukum Agama

Setelah berlakunya UUPA hak-hak adat tersebut kemudian
dikonversi menjadi hiak yang diakui oleh UUPA melalui Konversi tanah-

tanah bekas hak adat, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian
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dan Agraria No. 2/1962 vide Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pandaftaran Bekas Hak-hak
Indonesia Atas Tanah, dimana tentang Konversi Hak Adat ini tidak
mempunyai batas waktu berakhimya konversi. Hal yang paling penting
adalah bahwa hak milik atas tanah tersebut perln dibuktikan dengan
surat-surat pembuktian akan hak yang melekat atas tanah.

Untuk Hak Milik yang terjadi berdasarkan Penetapan
Pemerintah akan berkaitan dengan Program Landrefom khususnya
Redistribusi Tanah kepada rakyat yang membutuhkan. Dengan program
tersebut rakyat yang membutuhkan diberikan tanah oleh pemerintah
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya tanah-tanah terlantar
ataupun tanah kelebihan maksimum diberikan pemerintah kepada rakyat
khususnya petani penggarap dengan status Hak Milik disertal dengan
syarat penerima tanah harus mengelola tanah dengan baik sesvai dengan
peruntukannya dan memberikan uvang pemasukan kepada pemerintah.

Sedangkan terjadinya Hak Milik berdasarkan undang-undang
berkaitan dengan ketentuan konversi, baik konversi atas tanah-tanah

bekas Hak Barat maupun tanah-tanah bekas Hak Adat.

2.1.1.4. Hapusnya Hak Milik

Sesuai dengan Pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus karena

sesuatu hal, meliputi ;

a. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:
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pencabutan hak; (UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak

atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya);

. penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; (KEPPRES No.55 Tahun

1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Jmum yang telah diperbaharui dengan PERPRES No.36 Tahun 2005);

. diterlantarkan; (PP No.36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar);

. ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA tentang subyek

Hak Milik yaitu larangan kepemilikan tanah dengan status Hak Milk
oleh orang asing baik melalm pewarisan maupun jual beli ataupun
perbuatan hukum lain yang bertujuan untuk memindahkan hak milik

kepada orang asing baik langsung maupun tidak langsung;

. Tanahnya musnah, maksudnya adalah tanahnya hilang karena banjir,

longsor dan atau bencana alam lainya yang menyebabkan tanah tersebut

hilang atau musnah.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan

2.2.1. Pengertian Pengadaan Tanah

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama

pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah vang terdin dari kepentingan
umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang

meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atan bukan sosial.
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Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No.55/1993 yang dimaksud dengan
Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti kerugion kepada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti
kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain
pemeberian ganti kerugian. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perpres
No.36/2005 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada vang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut
Perpres No.36/2005 dapat dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian
juga dimungkinkan vntuk dapat dilakukan dengan cara pencabutan hak atas
tanah. Hal ini berarti adanya unsur pemaksaan kehendak untuk dilaknkannya
pencabutan hak atas tanah wntuk tanah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

pembangunan bagi kepentingan wmum.

2.2.1.1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Sebelum Keppres No. 55 Tahun 1993 ditetapkan, belum ada
definisi yang jelas mengenai kepentingan umum vyang baku. Secara
sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan

wittuk keperinan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atan tujuan yang
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luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada
batasannya

Menurut John Salindeho, kepentingan umum adalah termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat,
dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik , psikologis dan hankammas
atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan
Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keppres No.55/1993 yang dikamsud
dengan kepentingan umum adalah kepetingan seluruh lapisan masyarakat,
selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa pembangunan untuk
kepentingan umum dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan
dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak digunakan untuk
mencari keuntungan.

Dengan demikian dalam Keppres No. 55/1993 jelaslah bahwa
kepentingan umum tidak sekedar memperhatikan “kemanfaatan”, akan tetapi
juga membatasi dengan tegas pelaksananya dalam pembangunan
kepentingan wmum tersebut.

Di dalam UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961 kepentingan umum

dinyatakai dalam arti peruntikamya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan

* Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, {Yogyakarta :
Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), Hal. 6

* John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika,
1988), Hal. 40
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negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan.
Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenubi
peruntukkannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat
dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsong.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta berbeda dengan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik secara perunmkaﬁ dan
kemanfaatan maupun tata cara perolehan tanahnya. Hal ini dikarenakan
pihak yang membutuhkan tanah bukan subyek yang berhak untuk memiliki
tanah dengan status yang sama dengan tanah yang dibutuhkan untuk
pembangunan tersebut dan bertujuan untuk memperoleh keurdunpan senata.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan Pengadaan tanah untuk
kepentingan swasta adalah kepentingan yang diperuntukan memperoleh
keuntungan semata, schingga peruntukan dan kemanfaatannya hanya
dinikmati oleh pihak-pihak tertentu bukan masyarakat luas. Sebagai contol
uituk perumahan eht, kawasan midustri, partiwisata , lapangan golf dan
peruntukan laimitya yvang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata.
Jadi tidak semwa orang bisa memperoleh manfaat dari pembangunan

tersebut, melainkan hanya orang-orang yang berkepentingan saja.
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2,2.2. Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Sebelum berlakunya Keppres No.55/Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum, maka landasan yuridis yang digunakan dalam
pengadaan tanah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (PMDN
No.15/1975).

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam PMDN No.15/1975 untuk
pengadaan tanah dikenal dengan istilah Pembebasan Tanah, yang berarti
melepaskan  hubungem  hukum  yang semula terdapat di  antara
pemegang/penguasa atas lanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.
Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 2 Keppres 55/1993 menyatakan bahwa :

“pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan

tanoh yang dikuasainya dengan memberinan ganti kerugian atas dasar
musyawaran”.
kemudian untuk musyawarahnya itu diatur dalam butir ke-5 yang menyatakan
bahwa :

“musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan

sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas

kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang
memelukan tanah, untuk memperoleh kesepakan mengenai bentuk dan

besar ganti-kerugian”.

Setetah berlakunya Keppres No.55/1993 istilah tersebut berubah menjadi
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materiilnya pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah pada dasarnya
sama dengan pembebasan tanah, yaita Hukum Perdata.

Dengan perkataan lain bahwa keabsahan atau ketidakabsahan pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah sebagai cara pengadaan tanah ditentukan ada
tidaknya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang berarti sah tidaknya
perbuatan hukum yang besangkutan berlaku antara lain syarat sahnya perjanjian
yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Pdt°

Perbedaannya hanya terdapat pada segi-segi Intemn-administrasinya,
yaitu pembebasan tanah pada umumnya berdasarkan pada PMDN No.15/1975,
sedangkan pelepasan atau penyerahan hak atas tamah berdasarkan Keppres
No.55/1993.7

Secara hukum kedudukan Keppres No.55/1993 sama dengan PMDN
No.15/1975, yaitu sebagai peraturan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum yang didalamnya terkandung ketentuan-ketentuan

mengenal tata cara wituk nemperoleh tanah dan pejabat yang berwenang dalam

fal tersebut.
Menurut Boedi Harsono, oleh karena Keppres No.55/1993 merupakan
suatu peraturan intern-administratif maka tidak mengikat pihak yang mempunyai

tanah biarpun.ada rumusan yang memberi kesan yang demikian, dan karena

$ Boedh Harsono, Aspek-nspek Yuridis Penyedinan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Nasioneg],
{Makalzh :1990), Hal 4.

7 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op. Cit, Hal. 19
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bukan undang-undang maka tidak dapat pula dipaksakan berlakunya pada pihak
yang mempunyai tanah.?

Oleh karena tidak dapat dipaksakan, maka sebagai konsekuansinya
keputusan administrasi negara yang dimaksud untuk menyelesaikan
ketidaksediaan pemegang hak atas tanah bukan merupakan keputusan yang
bersifat akhir/final.

Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 21 Keppres No.55/1993 vyang

-menyatakan batwa apabila pemepang hak atas tanah tidak menenima keputusan

yang ditetapkan oleh Gubemnur, sedangkan lokasi pembangunan tidak bisa

dipindahkan ketempat lain maka diusulkan dilakvkan dengan pencabutan hak atas

tarah.

Selain itu, Keppres No.55/1993 merupakan penyempurnaan kekurangan
atau kelemahan dari peraturan sebelumnya yaitu PMDN No.15/1975 khususnya
yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak-pihak yang boleh melakukan pembebasan tanah;

b. Dasar perhitungan ganti rugi yang didasarakan pada harga dasar;

¢. Tidak adainya penyelesaian akhir apabila terjadi sengketa dalam pembebasan
tanah, iisustiya mengenai tidak tercapainya kesepakatan tentang pemberian

ganti Tugi.

¥ Boedi Harsono, Op. Cit, Hal, 9
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Qleh sebab itu kedudukan Keppres 55 No.55/1993 sama dengan
PMDN No.15/1975 sebagai dasar hukum formal dalam pelepasan atan
penyerahan hak atas tanah yang pada waktu berlakunya PMDN No.15/1975

disebut pembebasan tanah.

2.2.3. Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
1. Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
Dalam PMDN No. 15/1975 tidak dikenal adanya istilah
Pengadaan tanah melainkan pembebasan tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1)
PMDN No. 15/1975 yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah
melepusurun frubungan hukum yong semula terdapat di antara pemegang
hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. PMDN
No. 15/1975 juga mengatur pelaksanaan atau tata cara pembebasan tanah
untuk kepentingan pemerintali dan pembebasan tarnah witdk kepentingan

swasta,

Untuk pembebasan tanah bagi kepentingan pemerintah, dibentuk
Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMDN No.
15/1975. Sedangkan menurut Pasal 11 PMDN No. 15/1975 untuk
kepentingan swasta tidak dibentuk panitia khuses, pemerintah hanya
mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah tersebut antara para pihak yaitu

pibiek membutaddan taivah dengan pilak yang mempunyai tanah.
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2. Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No. 55/1993 menyatakan
baliwa cara pengadaan tanah ada 2 (dua) macam, yaitu : pertama pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah; dan kedua jual-beli, tukar-menukar dan
cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

Kedua cara tersebut termasuk kategori pengadaan tanah secara
sukarela. Untuk cara yang pertama dilakukan untuk pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum
sebagaimana diatur dalam Keppres No.55/1993, sedangkan cara kedua
dilakukan untuk pengadaan tanah yang dilaksanakan selain bagi
kepentingan wmum.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Keppres No.55/1993 menyatakan bahwa
“penguduon tunan untuk kepentingon umum dilakukan dengan bantuan
Ponitia Pengaduon Tanah yang ditentuk ofefi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 17, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa ‘“panitia Pengadaan
Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Tingkat 11",

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres No.55/1993, pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

dilaksanakan dengan musyawarah, yang bertujuan untuk mencapai

kesepakatan mengenai penyerahan tanalimys dan bentuk serta besarnya

imbalan.
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Apabila dalam musyawarah tersebut telah tercapai kesepakatan
antar para pihak, maka pemilik tanah diberikan ganti kerugian sesuai
dengan yang telah disepakati oleh para pthak sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Keppres No.55/1993.

Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dengan berlakunya Perpres No.36/2005 maka ada sedikit
perbedaan dalam tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
meskipun pada dasamya sama dengan Keppres No.55/1993. Menurut Pasal
2 ayat (1) Perpres No. 36/2005 menyatakan bahwa:

Pengudgun tonoh untuk  kepentingan umum  oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah ditalsanukan dengan cura :

a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau

b. Pencabutan hak atas tanah.

Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa :

“Pengadaan tanah selain  bagi pelaksanaan pembomgunan  untuk
Kepentingan winuin oleh Pemerintah aiau Pemerintah Daerah dilakukan
derigak cord jugl-beli, wwkar-mentikar, otou cara lain yang disepalati
secara sukareta oleh piaf-pifok yong bersunghuton ",

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres No.36/2005

bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang

dilaksanakan oleh Pemerindah ataupon Pemerintah Dacrah  dilakukai
dengan cara pelepasan atau peryerahan hak atas tanaly atau Pencabutan

hak atas tanah. Sedangkan pengadaan {tanah selain untuk kepentingan

umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam
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hal ini dilaksnakan oleh pihak swasta maka dilaksanakan dengan jual-beli,
tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelummya yang tidak
membedakan secara tegas mengenai tata cara pengadaan tanah baik nntuk
kepentingan umum maupun bukan kepentingan wmum yang dilaksanakan
oleh pemerintah ataupun pihak swasta, sehingga dengan ketentuan
sekarang ini maka diharapkan akan lebih memperjelas aturan pelaksana
dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun

swasta.

2.3. Pemberian Ganti Kerugian
2.3.1. Pengertian Ganti Kerugian
Pasal 1 ayat (5) dan (6) PMDN No.15/1975 mengatur tentang adanya
peinberian ganti rugi untuk yang dibebaskan guna pembangunan untuk
kepentingan umum, akan tetapi tidak diatur tentang pengertian dari ganti rugi
tersebut. Dengan berlakunya Keppres No.55/Tahun 1993, maka PMDN
No.15/1975 telah disempurnakan/diperbaiki kelemahan-kelemaban vyang
terdapat didalamnya.
~ Pasal 1 butir 7 Keppres No.55/1993 menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah dan/atau




28

"benda-benda lain yang terkait dengan sebagai akibat dari pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah.

Jika diperjelas dapat dikatakan bahwa ganti kerugian adalah imbalan
yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari nilai
tanah, termasuk yang diatasnya yang telah dilepaskan atau diserahkan ’

Oleh karena itu imbalan yang dimaksud dalam pemberian ganti
kerugian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah imbalan atas nilai
tanah yang berstatus tanah hak sebagaimana diatur dalam UUPA maupun
tanah-tanah dari masyarakat Hukum Adat, termasuk benda-benda yang ada
diatasnya yang menjadi hak seseorang atau badan hukum.

2.3.2, Dasar dan Bentuk Ganti Kerugian
1. Dasar Penetapan

Landasan hukum penetapan pemberian ganti kerngian menurut
PMDN 15/1975 sama dengan Keppres No.55/1993, yaitu sama-sama atas
dasar musyawarah. Penetapan pemberian ganti kerugian menurut Keppres
No0.55/1993 diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa “bentuk dan
besarnya ganti kerugian atas dasar cara perhitungan vang ditetapkan
dalom musyawarah”, sedanigkan apa yang dimaksud dengan musyawarah
itu sendiri di dalam PMDN No.15/1975 tidak diatur tetapi diatur dalam

Keppres No.55/1993 Pasal 1 bufir ke-5 yang menyatakan bahwa :

® Oloan Sitorus dan Dayat Limbon, Op. Cit, Hal. 30
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“musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan
sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan
atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak
yang memeriukan tanah, untuk memperoleh kesepakan mengenai
bentuk dan besar ganti-kerugian”.

Berdasarkan pengertian diatas, secara praktek cukup sulit untuk
diwujudkan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu
syarat untuk mencapai pemebebasan tanah yang tertib dan berkeadilan
sosial, di samping u musyawarah akan dapat mudah dilaksanakan apabila
didasarkan atas kesadaran hukum yang tinggi dari para pihak. Jadi dalam
musyawarah akan sulit dicapai suatu kesepakatan apabila hanya didasari
oleh kepentingan pribadi atau golongan yang bersifat subyektif.

Bentuk Ganti Kerugian

Di dalam PMDN No.15/1975 tidak mengatur mengenai bentuk
dari ganh kerugian, akan tetapi dalam Keppres No.55/1993 diatur
mengenai hal tersebut khususnya Pasal 13 vang menyatakan bahwa bentuk
ganti kerugian dapat berupa :

a. Uang;

b. Tanah pengganti;

¢. Pemukiman kembali (relokasi);

¢ Gabunpan dari doa ataw lebih unfuk panti kerugian sebagaimana

difiiaksud datam huref o, araf & dan horef ¢

. Bentuk ain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
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Sedangkan untuk penggantian hak atas tanah yang dikuasai dengan Hak
Ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas uwmum atau bentuk
lain yang bermanfaat bagi masyarakat seiempat, sebagaimana diatur di
dalam Pasal 14 Keppres No.55/1993.

Bentuk pemberian ganti kerugian yang demikian dimungkinkan
karena penggantian terhadap pengambilalihan Hak Ulayat adalah dalam
bentuk “recognitie” yang memang berhak menerimanya selaku pemegang
Hak Ulayat, sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasan Umum UUPA
angka 3.

Dalam kenyataannya menunjukan bahwa pemberian ganti
kerugian berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi para pemegang hak
atas tanah yang diambil tanahnya, hal ini disebabkan Nilai Jual Obyek
Pajak (NFOP) yamp diguraden sebagal dasar penghitungan besarnya ganti
kerugian tidak mencerminkan nilai yang sebenamya dari tanah tersebut.

Clel sebab itu penentvan milei tanah didasarken pada rdlad
pengganti yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Tanah yang hasil akldmya
dapat dimanfaaticann untek weimperoleh tanah dem beanpunan yang semula
dimitilal oleh yang bersanghutan ataw meampe merghasikan pendapat yang

sama sebelum tanah tersebut diambilalih *°

' Maria S W, Soemardjono, dalam SKH Kompas 24 Maret 1994
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Selain pelepasan hak, perla diperhatikan pula penyerahan hak
atas tanah melalui sewa menyewa dan tanah dijadikan saham dari kegiatan
yang bersangkutan yang menghasilkan deviden bagi pemilik tanah, hal mi
solusi yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk ganti kerugian dalam “bentuk
lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersanghkutan™ sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 13 huruf e Keppres No.55/1993."

Oleh sebab itu selain bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur
dalam Keppres No.55/1993, perlu adanya pengembangan pemikiran untuk
mencari bentuk-bentuk ganti kerugian lainnya yang memungkinkan

pemilik tanah tidak harus kehilangan tanahnya.

2.4. Konsinyasi
2.4.1. Pengertian Konsinyasi
Secara garis besar Konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai
dilkuti dengan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404-1412
KUH Perdata. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut : '?
1. Pasal 1404 KUH Perdata menyatakan :
“Jika si berpiutang menolak pembayaran, mka si berhutang dapat
melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, dan

Jika si berpiutang menvlaknya, menitipkan wang ataw barangnya
kepada penagdilan,

" Koesnadi Hardjasoemantri, Hulum Tala Linghkungan, Edisi ketujuh Cetakan Keempat belas,
{Yogyakarta . Gadjah Mada University Press, 1999), Hal. 141
'2 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op. Cit, Hal. 57-58
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Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si
berhutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran
itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan
apa yang dititipkan secara itu tetap atas ianggungan si berpiutang.”

2. Pasal 1405 KUH Perdata menyatakan :

“Agar supaya penawaran yang sedemikian itu sah adalah periu :

1. bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada
seorang berkuasa menerimanya untuk dia;

2. buhwo o ditukukan oleh seorang yang berkuasa membayar;

3. bahwa ia mengenai semua uang pokok dan bungan yang dapat
ditagih, beserta biaya yvang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah
uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi
penetapan terkemudian;

4. bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan

si berpiutang;

bahwa syarat dengan mana utang yang telah dibuat, telah dipenuhi;

bafiwa  pembuygran  ailakuiom o femipal,  Jimana menurut

persetujuon  pembayaran figrus Jifokukon, don fika tiodu suvta
persetujucm  Anusus mengenci i, kepoda si berprutang oton
ditempat tinggal yang tefah dipilifinya;

bufrw apenawarn fiu ditafuron olefi-seorang Notaris atan juru siia,

vedug-duanya diserioi oua soksi.

AN

-2

3. Pasal 14067 KUH Perdata menyatakan -
“bigya  yang dikeluarkan wntuk menyelenggarakan  penawaran
pembuyaran tungi Jon penyvimpanan, fares dipikal oleh st berpiuionz,
Jike perbuatan-perbuatan felah dilakuhon memrut wdang-undarng.”
4. Pasal 1408 KUH Perdata menyatakan -
“selama apa yang dititipkan tidak diambil oleh si berpiutang, si
berhutang dapat mengambilnya kembali dalam hal itu orvang-orang
yang turut berhutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa

hal, antara lain sebagai berikut :



33

a. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (Konsinyasi)
terjadi apabila dalam suatu perjanjian, kreditur tidak bersedi menerima
prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi pihak kreditur mi
disebut “mora kreditoris”

b. Penawaran sah bilamana telah memenuhi syarat bahwa utang telah dibuat.
Ini berarti bahwa penawaran hanya dikenal bila sudah ada hubungan
hutang-piutang. Jelaslah bahwa lembaga konsinyasi bersifat limitatif."*

Selanjutnya di dalam Pasal 17 ayat (2) Keppres No.55/Tahun 1993
dinyatakan bahwa dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang
berkaitan dengan tanah yang dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang,
sedangkan satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan, maka
ganii kerugran yang meigadi hak orang yang tidak dapat diketemukan tersebut
dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat oleh instansi pemerintah yang
memerlukan tanah.

Konsinyasi yang dikenal di dalam Keppres No.55/Tahun 1993
hanyalah untuk keperlvan penyampaian ganti kerugian yang telah disepakati,
akan tetapi orang yang bersangkutan tidak diketemukan, '

Dari ruang lingkup Keppres No.55/Tahun 1993 jelas diketahui bahwa

peraturan pengadaan tanah ini hanya berlaku bagi pengadaan tanah yang

13 Mariam Darus Badrulzaman, Kifab Undang-Undang Hukum Perdats Buku 111 tentang Hukum
Perikaten dengan Penjelasan, (Bandung ; Alumni, 1983), Hal. 171
:: Oloan Sitorus, dalam SKH Sinar Indonesia Baru, 6 Juli 1994
Abdulrrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
(Bandung : Citra Aitya Bakti, 1994), Hal. 66
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dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu
konsinyasi hanya bisa diterapkan untuk pembayaran ganti kerugian untuk
pengadaan tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan umum,
dengan catatan memang telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak:
yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan,

tanaman dan/atan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut.'®

24,2, Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah
Berkenaan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, belum

ada keseragaman pendapat para savjana baik akademisi maupun praktisi tentang

boleh tidaknya konsmyasi diterapkan dalam pelepasan atau penyerahan hak
(dahuln disebut pembebasan tanah oleh Instansi Pemerintah), sedangkan untuk
pengadaan tanah yang dilaknkan oleh swasta, semua sarjana sepakat menyatakan
bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam menyelesaikan ketidaksepakatan
ganti kerugian.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menpumyai menepasian

nelatol potusannya Reg. No. 3757 PRK/RA1591 tanpeal 6 Agustus 1931 vang
menyatakan bahwa konsinyasi tidak dapat diterapken datam peinbebasan tanah
yang dilakuican ofeh pemerintah.

Boleh atau tidaknya penerapan komsinyasi dalam pembebasan tanah

Malikaimah Agung Republik Indonesia pun mempunyai sikap vang mendua, o

18 Oloan Sitorus dan Dayat Limbeng, Op. Cit, Hal. 59
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satu pihak tidak menyetujui konsinyasi diterapkan dalam pembebasan tanah
tetapi di pihak lain menyetujui penerapan konsinyasi dalam pembebasan tanah.

Hal ini dibuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak

menyetujui penerapan konsinyasi dalam pembebasan tanah melalui putusannya
No0.2263 K/Pdt/1991 tanggal 20 Juli 1991 mengenai Proyek Irigasi Waduk
Kedung Ombo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, yang menyatakan :

“bahwa dimana para penggugat (pemilik tanah) menolak pembayaran,
kedua belah pihak berhiak mengafukom jowab-menjawab, furenu
perbuatan tersebut tidak bersifat sepihak. Tetapi para penggugat tidak
mempunyai  kesempatan membela  dirvi, kurena sebelum  sefesai
musyawarah — don  mmfakat,  tonah yong  bersanghuton
ditenggelamban. farena #tu fowa Wakil Ketua Mafwamah Agung
penerapannya menyalahi undang-undang, maka secara hukum tidak
ada/belum ada konsinyasi”.

Sedangkan di pihak lain Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyetujui penerapan konsinyasi dalam pembebasan tanah melalui putusannya
No.650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 mengenai Peninjauan Kembali
Kasus Kedung Ombo, yang menyatakan -

“bahwu konsinyasi doatam fasu Kedung Ombo dilakuken datam rangha
pembebasan tanah untuk kepentingon winum atas tonahi-tanah -warga
desa, sefinggu dupat  diterapion  ketentuon-etentuan  mengenai
konsinyasi datam B,

Putusan No.2263 K/Pdt1931 tanggal 20 Fuli 1951 mengenad Proyek
Irigasi Waduk Kedung Ombo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah kemudian
dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibatatkan oleh Majelis Hakim lainnya

melalui putusannya No.650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 mengenai

Peninjauan Kembali Kasus Kedung Ombo.
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Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mengingat Proyek Pembangunan
Waduk Kedung Ombo dilaksanakan pada mulai tahun 1982, maka secara
normati{ aturan hukum vang dipakai adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya;

2. Peraturan Menter1 Dalam Negen Nomor 15 Tahun 1975 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Akan tetapi dalam kedua peraturan tersebut diatas tidak dikenal atau
diatur adanya lembaga Konsinyasi, melainkan hanya tentang ganti rugi.
Konsinyasi hanya dikenal atauw diatur dafam KU Perdata dan Keppres
Nou.55/Talun 1993 tentang Penpgadaan Taneh Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

2.5. Konsep Keadilan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah

2.5.1. Pengertian Keadilan

Keadilan bagi setiap individa merupakan sesuatu yang sangat abstrak,
dalam arti tidak ada batasan tentang sesuatu yang dianggap “adil”. Adil bagi
kita belum tentu adil bagi orang lain. Sehingga keadilan dalam masyarakat
sangatlah relatif, tergantung obyek dan subyek keadilan.

Keadilan dibagi dalam keadilan “Perdata” dan keadilan “Pidana™, yang
mempunyai ciri tersendiri. Ciri yang membedakan keduanya adalah bahwa

dalam keadilan “Perdata™ seseorang dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran
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perserorangan, dalam arti pelanggaran hak orang lain. Sedangkan keadilan
dalam “Pidana” dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran terhadap nmum.

Penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengelolaan,
tidak dapat diserahkan kepada masyarakat begitn saja. Diserahkan kepada
masyarakat dalam arti dipercayakan kepada masing-masing anggota
masyarakat.'”

Menurut Plato, keadilan adalah “apabila seseorang itu menjalankan
pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya”.
Setiap anggota masyarakad imempunyai tugas dan fungsi masmg-masing yang
khusus sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian menurut Plato, bahwa
“bahiwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggota-anggotanya
bisa menjalankan kegiatannya mengurusi pekerjaan sendiri tanpa mencampuri
orang lain, itulah yang disebut dengan Keadilan . '3

Dalam kehidupan masyarakat memang tidak dapat dihindari timbulnya
pertentangan-pertentangan, oleh sebab itu ﬁarus diselesaikan oleh kekuasan
1 yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan hukom sehari-hari kita harus mempunyai suatu
standar yang umum guna memperbaiki konsekuensi-konsekuensi ‘dari suat

tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain '

17 Satjipto Rahardjo, Op. Cit, Bal. 217
%1 0c It.
¥ Friedmann. Legal Theory, (London ;Steven & Sons, 1955), Hal. 10
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Dengan demikian apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan tesis ini maka dalam hal penyelesaian masalah yang
ada tidak hanya memandang dari segi bekerjanya hukum secara otonom, akan
tetapi memandang bekerjanya hukum itu sebagai bagian dari bekerjanya segi-
segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan
lain sebagainya, dimana rasa keadilan ada pada kenyataan di masyarakat. Oleh
karena itu rasa keadilan berada di masyarakat, bukan pada peraturan perundang-
undangan.

2,5.2. Keadiian dalam Masyarakat

Secara teoritis penggusuran tanah untuk kepentingan swasta adalah
sesuatu yang sangat lain dengan kepetingan umum, dalam hal ini kepentingan
pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya proyek-proyek swasta seringkali
ditetapkan hanya dengan suatu Surat Keputusan (SK) sebagai proyek yang
mewakili dan menunjang kepentingan umum. Dari SK inilah keadilan benar-
benar dipertaruhkan, karena sebelummya telah ditegaskan bahwa kepentingan
swasta adalah sejajar dengan kepentingan swasta lainnya dan bukan dengan
kepentingan umum (pemerintah). Oleh karena itu secara teoritis transaksinya
bersifat keperdataan murni dan bukan berubah mewakili kepentingan umum.

Keberadaan Panitia Pengadaan Tanah secara teknis-yuridis hanya
membantu dan menjembatani kepentingan umum agar terlaksana dengan baik
dan mencapai sasarannya dengan tepat, sehingga agar salah satu pihak tidak ada

yang terkondisikan untuk menjadi rendah posisi tawamya. Jadi siapa yang




39

lemah harus didukung dan diarahkan, bukan sebaliknya hanya mengikuti logika
ekonomi saja yang menutup mata keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat.
Bagi pemilik tanah tingkat pentingnya pemberian ganti kerugian
bukanlah pada prosedur yang digunakan tetapi lebih kepada besarnya ganti
kerugian itu sendiri, apakah sesuai dengan apa yang telah dikorbankan oleh
pemilik tanah atau tidak. Oleh karena itu keadilan dalam masyarakat khususnya
yang menyangkut pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bukan

terletak pada prosedur pelaksanaannya.




BAB 111

METODE PENELITIAN

Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu
diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak
suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaaan metode penulisan,
bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu
diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah."”

Oleh karena itu dalam penulisan tesis fni, penulis menggunakan metodelogi
penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan
Untuk memperoleh suatu pembahasan sesnai dengan apa yang terdapat di
dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini
menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis, vaitu penelitian
hukom dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan

pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan

¥ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,
{Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1
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peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan
masalah.'®

Dalam hal penyelesaian masalah mengenai Pemberian Ganti Rugi Dalam
Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di
Wilayah Kabupaten Boyolali tidak hanya dari segi bekerjanya hukum secara
otonom, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu sebagai bagian dari
bekerjanya segi-segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial,
politik, budaya dan lain sebagainya, dimana rasa keadilan ada pada kenyataan di
masyarakat. Oleh karena itu rasa keadilan berada di masyarakat, bukan pada

peraturan perundang-undangan.

. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian
deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis
bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemberian Ganti
Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk
Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali, sedangkan analitis berarti

mengelompokkan, menghubungkan den memberi tanda pada Pemberian Gangi

' Rony Hanitijo Soemitro, Mefode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1998), Hal. 52
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Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk

Kedung Ombo (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Boyolali).

3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel
3.1, Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau selurch individu atau seluruh
gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.'’?

Populasi dalam penelitian ini adalah semma pihak vyang terkait
dengan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk
Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten
Boyolali, yaitu seratus masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk
pembangunan Proyek waduk Kedung Ombo dan instansi pemerintah. Oleh
karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang
akurat dan tepat dalam pennlisan tesis ini.

3.2. Metode Penentuan Sampel

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu
bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian
dari obyek yang akan diteliti. Untuk itn, untuk memilih sampel yang

representatif diperlukan teknik sampling.

' Rony Hanitijo Soemitro, Mefade Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Takarta: Ghalia Indonesia,
1988), Hal. 44
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Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan
adalah purposive sampling maksud digunakan teknik ini agar diperoleh
subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah Pemberian
Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan
Waduk Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali yang pengambilan
secara purposive.

Oleh karena itu, berdasarkan sample tersebut diatas maka yang
menjadi responden dalam penelitian i dalah sebagai berikut
(1) Seratus warga masyarakat yang menempati relokasi Waduk Kedung

Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali;
(2) Kepala Desa Kedungrejo:
(3) Kepala Desa Kedungmulyo;
(4) Kepala Dcsa Kemusu;
(5) Kepala Desa Genengsari;
(6) Camat Kemusu;
(7) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;

(8) Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali;

4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh
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data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang
diharapkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pemulis
menggnnakan metode pengumpulan data sebagai berikut
1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Data primer diperoleh dengan :

(a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya |

langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang
vang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pembenian ganti rugi
atas tanah dalam pengadaan tanah untuk Proyek Pembagunan Waduk
Kedung Ombo Wilayah Kabupaten Boyolali.
Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan
daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan
adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat
wawancara dilakukan '®

(b) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada
orang-orang yang terkait dengan pemberian ganti rugi atas tanah

dalam pengadaan tanah untuk Proyek Pembagunan Waduk Kedung

8 Soetrisno Hadi, Metodologi Reseacrh Jilid II, {Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 1985). Hal. 26
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Ombo Wilayah Kabupaten Boyolali untuk memperoleh jawaban
secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada
masyarakat yang menempati relokasi disekitar Waduk Kedung Ombo
Wilayah Kabupaten Boyolali.
2} Data sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang
kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi
pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau
literatur. Data sekunder terdiri dari :
(a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
i.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agrania;
ti.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;
2. Peraturan Pemenintah, meliputi :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti-Kerugian;
3. Peraturan Presiden yaitu Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Keputusan Presiden, yaitu Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum;
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5. Peraturan Menteri :

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian
Hak Atas Tanah Negara;

¢. Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1999 fentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan.

(b) Bahan-bahan bukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliput: :

1. Buku-buku mengenai Pendaftaran Tanah, Hukum Agraria
Indonesia  Sejarah  dan  Perkembangannya, buku tentang
Penyelesaian sengketa Pertanzhan, buku tentang Metodologi
Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah serta buku-buku mengenai
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Selain itu, dalam
penulisan tesis i juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa dan makalah tentang pokok-pokok

pikiran mengenai penyelesaian konflik agraria yang hasil dari
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Lokakaﬁa Persiapan Pembentukan Komite Nasional untuk

Penyelesaian Konflik Agraria.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi doknmen
pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif
kualitatif, vaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk
uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh
kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarikk kesimpulan secara
deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum memuyu hal yang bersifat
khusus."

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode

deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari

yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

6. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Ganti
Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk

Kedung Ombe Di Wilayah Kabupaten Boyolali” (Kajian Seosio-Yuridis pada

¥ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :U] Press, cetakan 3, 1998) Hal. 10
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efektifitas bukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masyarakat)

sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alas an
pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta
sistematikan penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori dan
peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-
masalall yang akan dibahas yaitu tentang hak-hak atas tanah menurut UUPA
khususnya Hak Milik, pengertian pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi
serta konsnyasi.

BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jeias tentang
metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, populasi, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data
serta analisa data.

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini
akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Kabupaten
Boyolali khususnya Wduk Kedung Ombo dan pelaksanaan pemberian ganti rugi
atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo
di Wilayah Kabupaten Boyolali serta Hambatan-hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek
Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali,

kemudian upaya hukum yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam




49

pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk Proyek
Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali.

BAB V. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penehtian dan
pembahasan terhadap permasalah yang telah diuraikan, serta saran dari penulis
berkaitan dengan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah
Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten

Boyolal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali
4.1.1.1. Keadaan Goegrafis
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten dari 35
Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terletak pada
posisi 110° 22’ — 110° 50’ Bujur Timur dan 7° 36’ — 7° 71’ Lintang
Selatan dengan ketinggian antara 75 — 1500 meter diatas permukaan air
laut. Wilayah Kabupaten Boyolali berbatasan langsung dengan dengan :
- sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen
serta Kabupaten Sukoharjo;
- sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
- sebelah Selatan - Kabupaten Kiaten dan Kabupaten Sukoharja serta

Propmsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Luas wilayah Kabupaten Boyolali mencapai 101.510,1 Ha
dengan struktur wilayah berbukit hingga bergunung disebelah Barat dan

Selatan merupakan dataran subur yang luas kearah Utara dan Timur.

4.1.2, Profil Teknis Waduk Keduig Ombo

Secara peografis Waduk Kedung Ombo (WKO) akan
membendung alur Sungai Serang tepat berada di Desa Rambat dan Desa
Kalabancar Kabupaten Grobogan, dengan wilayah genangan pada garis
ketinggian air 92,5 meter yang menyangkut kawasan 22 desa dalam
Wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu Kecamatan Kemusu meliputi 9 desa
dan Kabupaten Sragen, yaitu Kecamatan Miri dan Kecamatan Sumber
Lawang masing ¢ desa dan 5 desa, serta Kabupaten Grobogan, yaitu
Kecamatan Geyer meliputi 2 desa.

Masing-masing desa yang terkena proyek WKO, ada beberapa
desa yang tergenang seluwrubmya dan ada juga yang tergenang sebagian
szja. Wilayah yang tergenang sebagian inddah banyak memmbuikan
permasaiaban yang imtens dan berkepanjangan, seperti di Wilayah
Kevamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dan Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen.

Pembangunan WKOC merupakan bagian integral dari Proyek
Jratuniselona yang meropakan singkatan dari lia sungai besar di Jawa

Tengah, yaitu Jragung, Tantang, Serang, Losi dan Juwara yang menvakap
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wilayah 3 (tiga) “Karesidenan” yaitu Semarang, Pati dan Surakarta, yang
meliputi 9 (sembilan) Kabupaten. Secara adminstrasi-wilayah, WKO tepat
berada di wilayah pertemuan 3 (tiga) kabupaten, yaitu Boyolali, Sragen dan
Grobogan dengan membendung, Sungai Serang dan Sungai Uter. Dengan
jetak kewilayahan yang berbeda ini, maka membawa konsekuensi yang
tidak ringan dalam membanguan dan menyelesaikan konflik yang timbul.

Letak lembah Sungai Serang yang merupakan sungai utama WKO
berada antara 6,40° — 70,40° Lintang Selatan dan 110,25° - 110,45° Bujur
timur. Sebelah utara WKO merupakan dataran rendah dengan ketinggian
antara 50 — 94 DPL, sedangkan sebelah selatan merupakan dataran yang
relatif tinggi dengan ketinggian antara 94 — 292 DPL yang merupakan
pegunungan kecil dan beberapa bukit, seperti Gunung Rendeng, Gunung
Gedat dan lain sebagainya.

Luas genangan WKO apabila ketinggian air mencapai elevasi 950
meter mencapai selnas 6,125 Ha, Inas tersebut identik dengan luas tanah
yang harus dibebaskan. Untuk Wilayah Kabupaten Boyolali tanah yang
harus dibebaskan seluas 3.182 Ha yang meliputi 10 (sepuluh) desa, yaitu
Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu,
Ngrakum, Sarimulyo, Bawu dan Klewor.

Untuk daerah genangan WKO yang berada di Wilayah Kabupaten

Boyolali mempunyai tanah yang relatif lebih subur dibandingkan dengan
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daerah-daerah lainnya, karena wilayah tersebut lebih dekat dengan Gunung
Merapi yang mencakup 3 (tiga) wilayah, yaitu Kabupaten Magelang,
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman.

Sebagai waduk terbesar, WKO mempunyai ciri bangunan teknis
yang “eksklusif “ lain daripada yang lain. Bangunannya berbentuk “7Tapal
Kuda” yang terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km,
bangunan pelimpah, bangunan penyadap dan pembangkit tenaga listrik
serta terowongan pengelak. WKO diperkirakan mempunyai daya tampung
air sebesar 635 juta meter kubik dengan luas permukaan waduk sekitar 4,7
Km? Ketinggian permukaan air diharapkan minimal 64,50 meter dan
maksimal 90 meter, sedangkan tinggi rata-rata 73,50 meter. Oleh karena

1tu, waduk akan meluap apabila ketinggian air inencapai elevasi 95 meter.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi atas tanali yang divebaskan ok

Proyek Pembangunan Waduk Kedung Omibo di Wilayah Kabupaten
Boyolati

Selama ini pembebasan tanah uniuk keperfuan pembanpunan bagi
kepeaitiigan witim menggunakan fandasan hivkum Keppres 55/1993 yang
sebefuinnya menpgunakan PMDN No.15/1875 dan  terakhir {elah

diserpuriiakan dengan npres No.36/2005 teiang Penpadasm Tanah Bagi
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Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khusus untuk
pembangunan Waduk Kedung Ombo pelaksanaannya dimulai dengan
menggunakan landasan hukum PMDN No.15/1975 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah yang pada prinsipnya
proses pembebasan tanah dilakukan dengan jalan musyawarah.

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pilvak
pemitik tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka
menurut  ketentuan  lokasinya dipindahkan  ketempat fam.  Dalam
pembebasan taneh yang perlu dipikitkan adatah pihak yang ferkena
pembebasan tanah, dalam hal i yang terkena pembebasan tanah
diliarapkan tidak mengadami kemunduwan bak secara sosial maupun
ekononii,

Untuk masalah im pemerintah  berpedoinen pada tatacara
peinbebasan tanah yang pada saat itu, yaita PMDN No.15/1875 jo. PMDN

W0.1/1975. Pasal 1 ayat (5) dan (6) PMDN No.157/1875 mengatur teiitang

et

adanya peinbeivan gant rugl wituk yang dibebaskan guna peinbanguman
wituk keperntingan umuin, akan tetapt tidek diatur teirtang pengeitian dari
gaiiti Tugi tersebut.

F¥amor v Lo ¥ e X eiivres AT LMLl . 3 2 PO ]
Dengan benaruilya Keppies No.55Tabun 1593, waka UMD

LN NN e T F VI S R LR, RSN & LSRG R JC-DNE. TG SN R [ [ T
N0.A5/1575 telah Qistiiipuiiaraiyaipeiban  keleimalan-kelemalian yaii

P % P R B By, ) FRg— E . Y S-SV B v S PINORE % I rron ma e d e B e e
wWinapal Glo@aiiiiya. 1854 & Dnn 7 ROppins Ne.S55/1583 11“{0‘1‘1}(;1&{;;:11
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bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian atas nilai
tanah dan/atan benda-benda Jain yang terkait dengan sebagai akibat dari
pelepasan atau penyerahan hak atas fanah.

Pembebasan fanah ini dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah
yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan
ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan Proyek Induk Pengembangan
Wilayah Sungai (PWS) Jragunp, Tumtang, Serang, Iusi dan Juwana
{Jratunseiuna).

Panitia Pembebasan Tanah telah mengadakan musyawarah dengan
sejumiah warga, khusnsnya pemihik tamah dan bangunan serfa tanaman
termasuk melahn  perangkat desa, akan fetapi tidak semua warga
menyepakati hasil-hasil musyawarah.

Dani 100 tesponden, 66% menjawab bahwa penduduk dipaksa
inenandatanpgant hasil pendataan tanah, ramah dan bangunan, mereka sama
sekall tidak peroad diajak bermusyawarah. Oleh karena pemetapan pani 1ug)
cendmong sepmbak, maka sgjumisb wapa DUak wan daiang  dalam
periemran dengan FPamba Pembebasan Tanab, Sedangkan 0% responden
memawab Hdak peinab dvapak bennosyawarab uoiok membicarakan vla
aniy 1y, warga Hanya dumbang kemudian disod;g seboah muplop yang

Deyis vang vevia inkisan “yer buswuki mown bepo™.
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Di sini ada kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan yang
pelaksanaannya tidak mudah karena menghadapi kepentingan yang berbeda
bahkan kepeniingan-kepentingan tersebut saling bertentangan atau bertolak
belakang. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti Togi, Pimpinan Proyek dapat mengambil Jangkah
menggunakan jembaga penawaran ditkuti dengan konsinyasi vang ganti Tugi
pada pengadilan negeri setempat

Secara garis besar Konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai

ditkuti dengan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404-1412

KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpudian

beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

a. Penawaran pembayaran tunal yang ditkuti oleh penyimpanan
(Konsinyasi) terjadi apabila dalam suatu perjanjian, kreditur tidak
bersedi menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi
pihak kreditur ini disebut “mora kreditoris™*!

b. Penawaran sah bilamana telah memenuhi syarat bahwa utang telah

dibuat. Ini berarti bahwa penawaran hanya dikenal bila sudah ada

* Asi Pariono, Wawancara Pribadi, Pimpinan Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo, 1}
Desember 2005,

! Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, Hal 171
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hubungan hutang-piutang. Jelaslah bahwa lembaga konsinyasi bersifat
limitatif >
Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) Keppres No.55/Tahun 1993
menyatakan bahwa dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang
berkaitan dengan tanah yang dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang,
sedangkan satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan,
maka ganti kerugian yang menjadi hak orang yang tidak dapat diketemukan
tersebut dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat oleh instansi
pemerinatah yang memerlukan tanah.

Dari ruang lingkup Keppres No.55/Tahun 1993 jelas diketahui
bahwa peraturan pengadaan tanah ini hanya beriaku bagi pengadaan tanah
yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan umum. Oleh
karena itn konsinyasi hanya bisa diterapkan untuk pembayaran ganti
kerugian untuk pengadaan tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk
kepentingan umum, dengan catatan memang telah ada kesepakatan diantara
kedua belah pihak: yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah
dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda yang ada di atas tanah

tersebut

2 Oloan Sitorus, dalam SKH Sinar Indonesia Baru. 6 Juli 1994
Z Oloan Sitorus dan Dayat Limbeng, Op. Cit, Hal. 59
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Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberian ganti rugi
untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Waduk Kedung Ombo
(WKO) dilaksanakan dengan cara antara lain pembayaran melalui Panitia
Pembebasan Tanah yang dituangkan dalam suatu berita acara pembayaran
panti Tagi dan pemberian konsinyasiyang dititipkan pada Pengadilan Negeri
Boyolali,**

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan dilapangan, pelaksanaan
pembanpunan Waduk Kedung Ombo yang ditaksanakan mula tabom 1982
menggunakan fandasan hwkum PMDN No.15/1975 tfemtang Keterduan-
Ketentoan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tamah. Hal ini dikarenakan
peraturan  tersebut merupakan perataran yang berlako pada saat tiu,
sedangkan Keppres No. 55/1993 tentang Penpadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umuam  berlake  setelah  selesa

pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo.

* Harnani, Wawancara Pribadi, Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, 3 Desember 2005.
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4.2.2. Hambatan-hambatau yang timbui dalam ¥ l.{:iail{bu-.iddli Pemberian
Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan uniuk i‘ré‘oyek Pelabanguian
Waduk Kedung Ombo di Wilayaii Kﬁbupaien Buyio’iaii
A, Penyebab Ketidaksepakatan :

Menurat Ahmad Husein Hasibuan ada 2| {dua) kendala yang
terdapat dalam pelaksansan pembebasan fanai'i: faktor psikologis
masyarakat dan faktor dana. Kendala yang merﬁpf;kmi fakior psikologis
masyarakat adalah :*°

1) Masih ditemui sebagian pemilik/yang menguasai tanah beranggapan

Pemerintah tempat bermanja-manja meminta iganti-rugi, karenanya

meminta ganti-rugi yang tinggi, tidak memperdulikan jiran/tetangga

yang bersedia menerima ganti-rugi yang dimusyawarahkan;
|
2) Masih ditemui pemilik yang menguasai : tanah beranggapan
pemilikan tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan

melepaskannya walau dengan ganti-rugi, karenanya mereka bertahan

meminta ganti-rugl yang sangat tinggi;

3) Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang
|
pantasnya mengutamakan kepentingan umum Zdaripada kepentingan

sendiri. Selanjutnya, kendala yang merupakain faktor dana adalah
|

* Ahman Husein Hasibuan. Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbamsasr dan Penyediaan Tanah.
Makalah 1986 : Hal. 6-7.




keterbatasan dana pembebasan tanah sehingga tidak mampu
membayar ganti-kerugian dengan harga wajar menumi pasar umum
setempat.

Dari berbagai kendala di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi
permasalahan pembebasan tanah (sekarang pelepasan atan penyerahan
hak) ferletak pada besamya ganti kerngian. Di satu sisi pibak
pemilik/yang mengnasai tanah menginginkan besarnya ganti-kerngian
sespai dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masib
terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk pembebasan tanah

Pemnlis berpendapat, ganti-kerngian menjadi masalah dalam
pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak lebih dikarenakan oieh
fakior dana danpada fakioy psikniogs masyarakat. Ini terbukt, antara
Jam, bahwa sefama ini yang memadi permasalzahan dalam pembebasan
ianab {sekarang pelepasan atan penyerahan hak) bokaniab mengena ada-
tidaknva kesediaan penubk/vang empunva fanah wmelepaskan atan
menyerabkan bak atas favahnya kepada mstans Pemenntah yang
membuinhkan, apalag) fanah yang dibuinhkan akan digonakan ontok
kepenimgan  wonum, melankan karena pemegang hak atas tanab

menganggap bahwa ganti-kerugian yang ditawarkan kepada mereka

*5 Oloan Sitorus, dalam SKH Analisa, 31 Mei 1993
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tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), sehingga dinilai
terlalu rendah atau tidak wajar.

Rendahnya jumlah ganti-kerngian yang ditawarkan dalam setiap
pelaksanaan pembebasan tanah selama ini (sebelum beriakunya Keppres
No. 55 Tahun 1993), karena memang PMDN No. 15 Tahun 1975
menyatakan bahwa dasar perhitungan ganti-kerugian adalah musyawarah
dengan memperhatikan harga-dasar. Padahal sebagaimana diketahui,
harga dasar selalu jauh di bawah harga pasar setempat.

Menyadari ketidakcocokan dasar perhitungan itulah, maka
Keppres No. 55/Tahun 1993 inenpadakan perubahan dengan
‘menentukan babwa dasar perhitungan panti-kerugian sekarang ini adatah
musyawarah yang didasarkan afas nijai nvata dan memperbatikan Nifa
Juaj Obyek Pajaic

Dalamn pelepasan atan penyerahan hak, kesepakatan ganti-
Xerugian dan kesediaan mmenyerabkan tanah meropakan sain kesainan
yang tidak dapat dipisabkan™ Dengan demikian ketidaksepakatan
mengenal  panti-kerngian saﬁ]a halnya dengan  ketidaksssnpurnasn
pelepasan atan penyeraban bak sebapai suato tindakan bukom. Tegasiya,

perboatz: wo i sal secava koo

* Oloan Sitorus dan Dayat Limbong,Op. Cit, Hal. 48
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Begitu mutlaknya peranan kesepakatan mengenai ganti-kerugian
dalam pelepasan atau penyerahan hak, sehimgga di dalam Keppres No.
55 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanzanya yakni Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepata Badan Pertanahun Nasional No. i Tahun 1954
‘terlitat rincian talrapan upaya menyetesaikan ketidaksepakatan memngena

pentuk dan besarnya ganti-kerugian dengan jetas.

B. Penyelesaian Ketidaksepakatan

Penyelesaian  ketidaksepakatan  inengenai  ganti-keropiai
toenurut Keppres Wo. 55 Tahun 1993 pada dasamya ditaduokan dengan 3
{tiga)} tatrap, yakm: metalu kepotasan Panitia, keputosan Gobernur dan
Usol Pencabutan Hak. Keputusan Panitia Pasal 19 Keppres No. 55
Tahun 1993 menyatakan bahwa "Apabila musyawarah telah diupayakan
berulangkali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti-
kerugian tidak tercapai, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan
keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti-kerugian, dengan sejanh
mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan
yang berlangsung dalam musyawarsh."

Ketentuan di atas hanya memberi wewenang kepada Panitia
Pengadaan Tanah (selanjutnya selalu disebut Panitia) membuai
keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti-kerugian manakala

mosyawaran  iciah  diopayakan berufangkail namun tidak tercapai
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kesepakatan. Paling tidak musyawarah ita sudah 2 (dua) kah
dilaksanakan. Yang pertama, dilaksanakan untuk semua pemegang hak
atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain
yang terkait dengan tanah; dan kedua, musyawarah yang khusus
ditaksanakan hanya bagi pihak-pihak yang belum menyetwjui ganti-
kerugian.

Selain itu, keputusan Panitia harus tetap berdasarkan nifai nyata
atan sebenarnya dengan memperhatikan Nifai Jual Obyek Pajak dan

faktor yang mempengaruhi harga tanah serta, yang tidak kalah

pentingnya, perdapat, saran, keingiman dan pertimbangen yang

berfanpsung datam musyawarah. (Pasat 18 Peraturan Menteri Negara
AprariaKepata Badan Pertanalan Nasionai No. I Talion 1854).
Keputusan Panitia tentang bentuk dan besarnya ganti-kerugian
yang bermaksud menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai ganti-
kerugian, bukan merupakan keputusan yang bersifai final dan dapat
dipaksakan kepada pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan,
tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah. Oleh
karena itu, terhadap keputusan Panitia tersebut, dapat diajukan keberatan

kepada Gubernur.

Tegasnya Pasal 20 ayat (1) Keppres No. 55 Tahun 1993

menyatakan:
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"Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan

Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan

kepada Gubernur KDH Tk I disertai dengan penjelasan

mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.”
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 lebih merinci siapakah yang
berhak menpajulan keberatan. Dikatakan bahwa pengajuan keberatan
bukan hanya ditakukan oleh pemegang hak atas tanah, aken ietapi juga
pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkart
dengan tanah ta.

Sebagaimana dinyataken Pasal 20 ayat (1) Keppres No. 55
Talnm 1993, pengajuan keberatan terhadap keputusan Panitia disertas
dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberaian tersebut.
Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, agar Gubernur semakin
diperkaya data dan informasinya sebagai bahan dailam menetapkan
keputusan untuk menyelesaikan keberatan yang empunya tanah,
bangunan/tanaman/benda-benda jainnya terhadap besarnya gant-
kerugian yang dipufuskan oleh Panitia.

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah,
bagaimanakah hnknumnya kalan mereka tidak mau menerima, tetapi tidak

mengainkan keberatan? Apakah dengan keadaan vang demikian mereka

dianggap menerima kepntusan Panitia? Pasal 22 ayat (2) Peraturan
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 1 Tahun
1994 menjawab pertanyaan di atas, yang menyatakan:

“Pemegang hak atas tanah, pemiik bangunan, tanaman dan/atan
benda-benda iain  yang terkait dengan tanah  yang
bersangiutan, yang tidak mengambil ganhi-kerngian setelah
diberitahukan secara tertulis oieh Panrba sampai 3 (tiga) kali
tentang Kepuotusan Panitia........... dizampgap keberatan terhadap
keputusan tersebut.”

Datam imal semacam imi berarti batrwa pihak yang tidak
menyetujui panti kerogian menunjukkan sikap “harya menolak saya” dan
itu bukan merupakan kelalaian hukum,”® Artinya, secara hukum, sikap
“hanya nenolak saja" berarti tidak menerina keputusan Paiitia, dan
dengan demikian dianggap "telah mengajukan keberatan®. Tegasnya,
dengan tidak diambilnya ganti-kerugian padahal telah diberitahukan
secara tertulis sampai 3 (tiga) kali, secara bukum pihak yang tidak
menyetujni ganti-kerugian itu telah melakukan suatu perbuatan hukum
yaitu: menolak ganti-kerugian itu.

Setelah menerima keberatan yang dinyatakan secara tegas oleh
pihak yang tidak menyetujui ganti-kerugian atau laporan keberatan (bagi
pihak yang "hanya menolak saja™), Gubernur meminta pertimbangan

Panitia Pengadaan Tanah Propinsi. Sebelum Panitia Pengadaan Tanah

Propinsi mengajukan usul penyelesaian terhadap keberatan atas

% Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op. Cit, Hal, 50
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keputusan Panitia, maka Panitia Pengadaan Tanah Propinsi meminta
penjelasan kepada Panitia mengenai proses pelaksanaan pengadaan
{anah {erutama mengenai bemtuk dan besarnya ganti-kerugian dan
bilamana dianggap perhn dapat melakukan penetitian ke fapangan.

Gubermur mengupayakan pemepang hak atas tanah dan pemifik
bangunan, tanaman dan/atan benda-benda fam yang terkait dengan tanah
yang, bersangkutan menyetujui bentuk dan besarmya vanti-keragian yang
diusutkan Panitia Pengadaan Tanah Propinsi. Nammmn apabila masih
terdapat yang ﬁ'ﬁak menyetujui penyelesaian sebapaimana dinsuikan
Panitia Pengadaan Tanah Propinsi, Gubermur mengetuarkan keputosan
bagi mereka dengan mengukuhkan atan mengubah keputusan Panitia.
Sefanjutnya, keputusan Gubernur ini disampaikan kepada pemegang hak
atas tamah dvn pemibk bangunan, fanaman dan/atan benda-benda ain
yang terkail dengan tanah yang bersanghutan, msiansi yarg memeriokan
tanah dan Pamitia.

Kemudian para pibak (yang tdak wenyetuyui  kepuiusan
Panitia), menyanpaikan pendapainya secara feriuirs kepada Gubernoi
mengeir kepuivsan yang "mengukuikan atan menguban kepuinsan
Pamira” tersebutl. Dan apabia mvasiy ieidapai pemeganyg ak atas tavah,
pernmhk Danguran, taraman dan’ ataun Denda-benda Tam yairg keberatan

a 1 N 4 . .. s - ] * : 4
ierhadap kepuivsan Gubeinm 1w, mstans: Femelmiah yang menreiukan
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tanah melaporkan keberatan tersebut dan meminta petunjuk mengenai
kelanj1_1tan rencana pembangunan kepada pimpinan Departemerny/
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahinya.

Tentunya, pimpinan Departemen/Lembaga Pemeriniah Non
Departemen yang, membawahi instansi Pemerintah yang membutuhkan
tanah segera memberikan tanggapan tertulis mengenai bentuk dan
besarnya ganti-kerugian tersebut serta mengirimkannya kepada instansi
Pemerintah yang memeriukan tanah, dengan tembusan kepada Gubernur
yang bersangkutan.

Apabila pimpinan Departemen/Lembaga Non Depariemen dari
instansi Pemerintah vang memerinkan tanah menyetujui permintaan
pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atan benda-
benda fan yang terkait dengan tanah yang bersangkutan, Gubermr
mengetuarkan keputusan mengenai revisi bentuk dan besarnya ganti-
kerngian sesuai kesediaan atau persetujuan tersebut.

Dengan demikian, ada 2 (dua) kepninsan {mbermir fetang
penysiesaian  keberatan menpgenay  panti-kesugian yang .djpnh:sisan
Pamitia yako:

i, keputosan yang mengokuhkan atan mengubah kepotosan Paminag
2. kepotosan mengena revisi henfuk dan besamya panti-kerogian

sesnai | dengan  kesediazn atan persehypan  pinigmnan
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Departemen/Lembaga  Pemerintah Non Departemen yang
membawahi instansi Pemerintah yang memeriakan tanait.

Apabila dicermati Pasal 23 ayat (8) Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994, terhadap
keputosan Gubermur yang bersifat mengukuhien atan mengobah
keputusan Panitia masth tetap diberikan kesempatan kepada para pibak
{yang belum memberi persetujuannya) wntek mEnyampaikan
pendapatnya secara tertulis kepada Gubernar.

Bagaimana jika, mereka yang belum menyetujui ganti-kerugian
itu tidak menyampaikan pendapatiya secara tertulis? Sesvai dengan
frakum perikatan sebagai dasar okum materiel pelaksanaan petepasan
atau penyerahan hak, maka mereka yang tidak menyampaikan
pendapatnya secara tertulis itu dianggap tidak menerima keputusan yang
dibuat oleh Gubernur.

Begitu pula terhadap keputusan Gubemur tenfang revisi bentuk
dan besarnya ganti-kerugian, jika mereka tidak menyetujui kepuiusan
mengenai revisi ini, namun tidak mengajukan pertimbangan tertulis,
maka mereka pun dianggap tidak menerima ganti-kerugian itu.

Sebagaimana disebutkan bahwa dasar hukum -materiel
pelepasan atau penyerahan hak adalah hukum perikatan, dengan

demikian sesungguhnya keputusan Gubernur; baik berupa keputusan
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yang mengukuhkan atan mengubah keputusan Panitia, ataupun
keputusan revisi bentuk dan besarnya ganii-kerugian, bukan meruparan
kepuiusan yang bersifat final dan dapat dipaksakan kepada para
pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tananan dan/atau benda-
benda {ain yang terkait dengan tanah yang bersangkuian.

Keppres No. 55 Tahun 1993 menunjukkan secara jeias bahwa
apa yang difetapkan oleh Gubermar dalam aears pelepasan  atan
penyeraban bak it bokantad putnsan yany final. Diberikan kesempaian
kepada yang mempunyai tanah witok mengajukan keberatan, karena
acara pelepasan atan penyerahan hak, sebagaimana jual-beh, adaiah cara
memperofeh {amah atas dasar kesepakatan. Dalam keadaan yang
mempunyai tanah tetap menolak, pililen adatab: proyek dibataikan,
dicarikan {okasi {ain, atew kaiau tidak dapat diselenggarakan di fokas
1ain ditempuh acara pencabutan hak **

Tepasnya, Pasal 21 ayat (1) Keppres No. 55 Tahun 1593
menyatakan:

" Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Xepaia
Daerah Tingkat I tetap tidak dapat diterima oleh pemegany hak
afas tanah dan jokasi pembangunan yang bersangkuian tidak
dapai dipindahkan, maka Gubermur Kepala Daerah Tingkai 1

yang bersangkutan mengajukan usol penyeiesaran dengan cara
pencabutan hak aias fanah sebagaimana diatur dalam Undamp-

2 ibid.
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undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak
Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diaiasnya.”

Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 menambahkan bahwa usui
pencabutan hak atas tanah bisa, jika;

a) lokasi pembangunan tidak dapat dipindahicam;

b} sekurang-lurangnya 75% (tujuh puluh lima prosen) darl {nas tanah
vang diperiukan atau 75% (tujub pulsh lima prosen) dari jumlah
pemegang hak telah dibayar ganti-roginya.

Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Keppres No. 55 Tatun 1993
menentukan secara garis besar tahapan usul pencabutan hak atas tanah
sampai dengan permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah,
sepertl berikut ini:

a. Gubernur mengajukan usul pencabutan hak atas tanah kepada
Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional mefatui
Menteri Datam Negeri, dengan tembusan kepada Menteri (atan
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen) dari instansi
yang memeriukan tanah dan Menteri Kehakiman, |

b. Setelah menernma usni pencabuian hak atas tanah di atas, Menten
Negara Agrania/Kepala Badan Pertanaban Nastonal berkonsuitasi

dengan Menteri Dalam Negen, Menten {atan Pimpinan Lembaga
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Pemerintah Non Departemen) dari instansi yang meimerfukan tanah
dan Menteri Kehakiman;

¢. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah yang
ditandatangani oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasionat den Menteri Dalam Negeri serta Menteri (aitan
Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen) dari mstansi
vang memerfukan tanah dan Merderi Kehaldman disampaikan oieh
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional kepada
Presiden.

C. Pemikiran Penyelcsaian Lain

Sebelum Keppres No. 55 Tahun 1993 diberlakukan ada
pemikiran dari Komisi T Dewan Perwakilan Rakyat (DPK) yang munya
menyarankan bahwa untok nengatasi, setidak-tidakioya mengorangl
permasalahan  ketidaksepakatan mengenal besarnya  ganti-kerugian
dafamn pembebasan tanah, maka perfu diperbaiki komposisi Pamia
Pengadaan tanab.

Komisi I DPR berpendapat, untuk menghindan kesan babwa
dafam pembebasan fanah para pemilik famab memadi pibakyang
ditugikan (karena kecilnya ganil-kerugian), maka paa pennbk temah
atan kuasa hokunmya perin ditkuisertakan datam Panitra Pembebasan

Tanah.
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Dalam komposisi Panitia Pembebasan Tanah vang sekarang ini,
dimana begitu banyak pejabat, pembicaraan akai sulit menjadi dua arah.
Untuk itu jumlah pejabat agar dikurangi, tetapi apabila perlu bisa
ditambah dengan para pemuka masyarakai uniui mendampingl pihak
pemitik tanah yang berhadapan dengan para anggota panitia dafam
musyawarah.

Memurat  Pendapat Boedi Harsono menyatakan bahwa
mendudukkan rakyat atan wakilnya sebagai angpota Panitia Pembebasan
Tanah secara yunidis akan memperiemah kedudukan paia pemilik tanab.
Sebab potosan Pamita Pembebasan tanah aken mengikat mereka selaku
anggota.”®

Jika dikaitkan denpan hukom perikatan sebagai dasar akom
materiel pembebasan tanah (sekarang pelepasan atan penyerahan hak),
maka memasukkan pihak pemibik tanmah atem wakiinya dalam komposisi
Panitia Pembebasan Tanah justru akan memperlemah keduduken para
peinik tanah dibadapkan dengan piak yang membuividan (aais.

Datam Famita Ponbebayan tanah berarti prhak penmibik tareh ietad
menundukkan Wnl pada setiap puiusan Pamiva Pembebasan Tawah Dakam
koadaan  yaup demdkian Gdak ada fap ek pennbik  fanah  oniuk

h) i M .t 1 el
menuiak/irdak e ma seirap puinsan Panita Pembebayan Teaxal:.

* Boedi Harsono, Op. Cit. Hal. 77
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Keppres No. 55 Tahun 1993 menyadari aspek hukum pelepasan
atau penyerahan itu, sehingga di dalam komposisi keanggolaan Panitia
Pengadaan Tanah tidak ditermokan wakil dari pemilik tanah. Sebab, fungs:
Panitia Pengadaan Tanah sekarang i adaiah sebagar medaior (penengaij
arfara pilak yainp aken diambil tanalmiya dengan pihak yang akan
memperoleh tanah. Sesuatn yang misploce secara hokum jka mensmpaikan
pihak yanyg empuoiya tamah sebagai mediator.

Selanjutiya, sebagaimana sudah kerapkah diberitakan ofeh media
nrassa ada beberapa pelaksanazn pembebasan tanah yang menyelesatkan
ketidaksepakatan ganti-kerupian denpan meneraphan lembaga penawaran
yang dukuit dengan honsinyasi sudah mendapat fegitimasi dafam prakick
pelaksanaan pembebasan tanah, dapai dilihai dari Surat Edaran Dirjen
Anggaran No. SE. 124/A/1988 tanggal 1 Desember 1988 yang
menyatakan agar bukti penitipan uang ganti-rugi kepada Pengadiian
Negeri dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPIP), sebagai

bukti pengeluaran uang proyek.
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4,23, Upays hukim apa yaag ovakuian pesernitali maupun masyarakat
dafam Pelaksanaan Pemboerian &anid Rugi afas (anan  yang
woebaskan wituk Proyek Femibasguman yaduk Kedung Ombo di
Wilayah Kabupaicn Buyoiai

4.2.3.1. Upaya mikum yang dilakukan pemerinias

Salah satu model penyelesaian masalah Kedungombo yang
ditakukan Pemciitah Propinsi Jawa Tengah adalah dengan cara
mereionas: waiga ke lahan penggant. Kebijakan ind bersifat spesifik,

karena hanya diberlakukan bagi warga Kedungombo yang belumn

bersedia/ tidak mau mencrina konsinyasi gait rugi. Jadi target uiama
pemeriiitalh di siii adalah warga yang pada molanya kebanyakan
iergabung dalam Pagoyuban Warga Kedungombo (PWK). Sedangkai

ok m:lumpmx walga ]aumya yang, bcvaglcuj Uosar sudall ineEneriina
vang gawd ragi, pemerirtah memberiakakain hebijakan rebalniiias:, yain
memperbaikl  atau  membangon  mfrastrokior O bidang  chonomi,
i pendidikan, hesehatan, sostai-budaya, dan sebagairya.

Tal yanp wajar apabifa pemeriniah febih memprioniasiken
; Kebyatan retokasi i bagl warga yang betom bersedia nrenerinma gants
yogi. Sebab, seiiing dengan penolakan fersebui, mercha memuiuskan
imdup Ui kawasan sabek injan sefama belasan tahon. Padaial kaweasan i

terfarang sebagai ivmpat iantan, sehingpa piiran bertahan di sabuk Tirjan
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jefas sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Kalau sejauh ini
belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak bisa dipakai
sebagai alasan pembenar bahwa kawasan sabuk hijau boleh dijadikan
hunian.

Tetapi yang menjadi persoalan adalah respon warga PWK yang
tidak selalu sama dalam menyikapi (tawaran) kebijakan pemerintah 1ni.
Bahkan perbedaan sikap ini menjadi salah satu pemicu keretakan
hobungen antar anggota PWK, ditandax dengan ketnarnya Darsono (versi
Jain mengatakan dikeluarkan) dan kelorpok tersebut.

Berdasarkan hasil pepelitan Darsono memang fak sendinan,
karena sikapnya 1t didukung oleh mayontas warga Dusun Kedungpring,
Desa Kedmprejo, Kermso, Boyofah. Pangkal persoatan bermufa ketika
Kelompok Darsono bersedia mefakokan nepgosiasi  dengan  jajaran
Pemermiah Propinsi jawa Tengah, ferutama mengenal tencana 1ejokas
warga. Sikap Darsono diangpap sebagal suain kemundurzm dalam
perjuangan FWK, sehingpa bemih-bemh perpecaban pun fak mampu
diberduny, fap.

Perubahan sikap Daisono terhadap pemenniah membual kavan-
kawanmya h FWK jadi korang senang, kendati sebenarnya 1a mempunya
aiasan kual untuk berubah sikap. Ferfuma, karena pendekatan persuasii

Gubermm Mardiyanio serta jajaran Pemerintah Propms: Jawa Tengah
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Jainnya, terutama staf Bappedal Jawa Tengah, yang tiada henti
beranjangsana menemui warga secara langsung di Kedungonibo. Kedua,
solusi relokasi yang ditawarkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
dianggap cukup realistis daripada sekadar mempertahankan Tantutan gant
Togi yang tidak pernah berhasil dan hanya membuang biaya, wak, energi
dan pikiran; sementara keluwarga mereka tetap membuinhkan makan dan
masa deparn.

Meski demikian, proses negosiasi yang dilakunkan Pemermtan
Propinsi Jawa Tengah dan warga tidak begitn mudus. Banyak riak kecii
yang menyembud t permuokaan dan sesekali muncud debwan ombak yang
cukup besar. Apabila tdak hati-hati, tidak sabar, dan {idak {efaten,
barangkali segala papasan ideal bakal tenggelam, dan impian {etapiah
menjaci Impian.

Sebenamya profes mereka tidak perfu, apabia dipikir secara
Jjenmh dan menpedepankan aspek kemanusiaan. Sebab anatorm persoalan
di Kedungombo berbeda antara desa yang satu dan desa vang Jammya,
selingpa konsep penmpanan yang dilakukan Pemverintady Propinsi Jawa
Tengah pun berbeda.

Penanganan yang berbeda juga tidak {erdepas dari perbedasm
Sivap Anjay keforopok warga jerhadap kebilakan penpoasa mse Tatu, yang

MENE sebagian warga hangsung mensrima gant yugs, sebagian mengamb
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konsinyasi ganti rugi yang dititipkan di PN Boyolali, serta sebagian lagi
sama sekali tidak mau mengambil konsinyasi ganti rugi. Warga
Kedungpring memilih yang terakhir: tidak mau mengambil ganti rugi,
bahkan selama 12 tahun bertahan di kawasan sabuk injau.

Dalam kenvataannya menunjukan babhwa pemberian ganti
kerugian berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi para pemegang
hak atas tanah yang diambii tanahnya, hal ini disebabkan Nifai Jual Obyek
Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan besamya ganti
Ferupian tidak mencerminkan nitai yang sebenarnya dan tanah tersebut.

Ofeh sebab itn penentuan nilai tanah didasarkan pada nilai
pengpanti yang difetapkan oleh Pejabat Pentlai Tanah yang hasil akhirnya
dapat dimanfaatkan vntuk memperoleh 1anah dan bangunan yang semda
dimiliki ofelh yamg bersangkutan ataw mampn menghasitkan pendapat yang
sama scbelum tanak tersebut diambilalih.

Prinsip mereka memanp  haros  dibarga, fetap  ahoan
mternasionz balrwa kawasan sabuk hijan terarang witnk {empat bunian,
yang Jogs dipeysyaratkan Bak Duooia, jangan diabaikan. Pemerintab o5
masa tahn sodab punyva komitimen dengan Bank Duiia, dan tak bisa

dimpkay vieh poumniab schaang, sebab bodampak s ierbadap

11 P, . ™ J— . - v s s e =
Maria S W. Soemardjono, “Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah® dalam SKH Kompas 24
Mlaei 1954
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perekonomian nasional. Prinsipnya kawasan sabuk hijau mesti
dikosongkan, untuk keamanan dan keselamatan warga Kedungombo
sendin.

Dari pertimbangan di atas tersaji dua fakta sekaligus: kawasan
sabuk hijau tak boleh dihuni, tetapi pemerintah tidak boleh menyia-
nyiakan warga yang telanjur tinggal di kawasan terlarang 1tu (apalagi
mereka pernah mengalami dua kejadian tak mengenakkan, yaitu periakuan
Tepresif penguasa saat pembebasan tanah serta hidup muskin di kawasan
sabuk hijau pascaperesmian waduk).

Dari bingkai milah Pemerintah Propinsi jawa Tengah bergerak
untuk mencan penyelesaian yang bersifat menguntungkan kedua belah
pitak (win-win solution). Apabila kemudian Pemeriniah Propinsi memiih
kebijakan relokasi, jto terjadi secara dotfom-up melalni foram rembug
desa yang menyerap aspirasi mayoritas warga Kedungpring. $ebib dari
jto, program yedokasi menjadi sofusi yang menggambarkan  win-win
sofution.

Program refokasi i fidak bisa dilakokan tferhadap warga
Kedungombo yang sudab menerima ganti 7ugi, baik pengambilan smedadoi
konsinyasi i PV Boyolali mavpun mereka yang bersedia mengihni
pogram tansimprasi, mian pindab ke permukiman pengpantl yang

disediakan pemerniah, serta pindab secara swadaya ke desa-desa {erdehat
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Terhadap warga di luar Kedungpring, Pemerintah Propinsi mengambil
kebijakan lain berupa program rehabilitasi, antara lain perbaikan
infrastruktur, pengembangan usaha, bantuan kredit usaha dan
pembangunan sarana sosial. Jadi, penanganan terhadap warga
Kedungombo memang tidak dapat digeneralisasi, mengingat anatomi
permasalahan dan kasusoyva yang berbeda-beda.

Perbaikan hobungan tersebut dilakukan sekalipns dalam rangka
menggall aspirasi warga dan hati ke hati, manpon menawarkan berbaga
gapgasan wrnk meningkatkan kvatitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
Kedmgombo, Pemerintab  Propinsi  Jawa Tengab apakwya  mgin
melaknkan rekonsiliasi dengan pendvdok setempat, sembari mengajak
mereka untok lebih melihat tantangair ke depan dan sejenak "melupakan”
masa fain.

Prinsipniya apa yang difakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
ini adafah wntok “ngudhar benanyg rowet” (mengurai benang kusat) fewat
pengembangan berbagai program berdasarkan kebutuhan serta aspirasi
masyarakat unfuk mencapa penghidupan yang febih baik demi masa
depan. Dalam  mendukung  serangkaian  program  penimgkatan
kesejaliieraan warga Kedungombo, Pemermiah Propins: menankan tim

yang terdim atas unsur Staf di bawah koordinasi Bappedal Jawa Tengah,
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untuk mengawaii upaya pendekatan ierhadap warga. Upaya ini dilakukan
sejak tahun 1999, dan hasiinya cukup efektif.

Salah satn perubahan nyata adalah reaksi rakyat Kedungpring
yang tidak apriori lagi terhadap aparal pemerintah maupun militer © doa
sosok yang pernah dianggap "musph bersama” oleh warga Kedungombo.
Perln diketabui, pengalaman pahit warga Kedungombo pada masa laiy
sempat membunat mereka menjadi apriori ferhadap semua yang
berhubungan dengan pemerinialh dan militer.

Kendati demikian, upaya pendekatan atan gagasan yang
ditawarkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengab ini menimbnikan reaksi
beragam di kalangan warga, Jantaran pola pikir individu di sana tak
mungkin bisa diseragamkan.

Untuk menjalankan konsep relokasi terhadap warga Kedungpring
tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang didukung sejumiah
instansi terkait membagi tugas yang pada iniinya mencakup tiga kegiaian
Operasional, yakni kegiatan administraiif, i1dentiiikasi dan peninjauan
lapangan; dan penyusunan rencana aksi persiapan relokasi.

I. Kegiatan Administratif
Berdasarkan data dilapangan pada tanggal 24 Maret 2001
digelar rapat kajian rencana relokasi bagi warga Kedungpring, yang

berlangsung di kantor Kecamatan Kemusu. Rapat diadakan untuk
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menginventarisasi data kepemilikan tanah dan sisa tanah di Pemukti
Desa Kedungreio. Setelah dicek, ternvata wisa tanah cadangim di
Pemmkti Kedungrejo tingpal 143,62 ha, di mana sebagian kecil (berupa.
tanah garapan) behun memihia serikai. |

Seiain itn, beberapa kaviing sisa tanah di Kedungreio sudan

dimtiidd. beberapa pendnduik davi Dusne Nerando, Kerhworein vang

dinerndabnm spennd dengen rencerhir nada tahon 1908 atas venden

Parimovn Tnduk PWY fratmesdnna Karema #n vavhe dirari alsraatid

tarah vt rerrana relnkact oo waros Kerbanerine . Qetedaeh oinst

Adidaditd dan dhifkoad mendalam alernedid derdeaid sdedabh deroem

mrmsryenToadloan {‘alﬁ‘;\ﬁ DT Parhavdars Tt T Ig'\'p'::i Tenmah AR teriotal 1‘;1.

--------

Parda tangoal 4 Anril 2001 herbanoono tanat Iadian sened

hnlam terhadan oilean wareon veno merandad nomo nrsinvaet T Gnd
- - - ~ - >

wptenalati hadvor sprara nrinein Ml hndom} wamti oot taneh 4eiah
walptat denoan arfdamm "I’:ﬂﬁ*ﬁﬁ.‘;\ﬂ AA Ren Wn ASD R AA10G4

Lilran Pamarindad, Drardres Joven Teanoah amifah wann AT
rhvstrinaib o haduisner Adovrdiemntin erads ey el cosnaeed
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2001, jumlah nang ganti rugi yang dikonsinyasikan di PN Boyolali dan

belum diambil tercatat Rp 678.114.882, yang meliputi 642 bidang,

. Identifikasi dan Peninjauan Lapangan

Lintuk mengetahui kepastian lahan yang dikehendaki warga
Kedungpring, maka pada ianppgal 8 Mei 2003 diadakan jdentifikasi dan
peninjauan lapangan, yang diikuti oleh staf Bappedal Jawa Tengah, P
Perbutani Uit 1 Jawa Tengah, PWS Jratunselona, Wakil Buopati
Rroyotali, Kantor Pertanahan Boyolali, Kantor Pengendalian Dampak
Tangkongan Boyolal dan Camai Kemoso.

Kepgjatan fersebui jopa dimaksudkan wofuk  nemasiican
kepada semoa warga mengenal renvana velokas), supaya yangan sampai
terjadi Jahan hotan yang sudab dilepas kelak justru tidak ditempat
warga.

Lokas vamp dipilib Kelompok Mbah jenggoil berada pada sisi
temppara davi Dusos Kedungpoing, dan fermasok dalam Petak 158
Bagizn Kesatoan Pesangkoan Huiay (BRPH) Grenjepgan, Kesatoan
Pemangkoas Botan (KF) Telawa, Desa K edongrein, Kemoso, Labe
yavg diperinkan sexidar 20 Ha Sedangkan dokasi veamp dipitils

AR

Kefompok Dersonp besade pada o8 wisra Duson Kedongpeing,

* tiarmani, Op. Cit.
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Termasuk dailam Petak 143 BKPH Grenjengan, KPH Telawa, dengan
luas lahan yang diperlukan sekitar 14,5 ba. 3. Penynsunan Rencana
Aksi Persiapan Reiokasi.

Unink menindakianin has) penbyavan Japangan, maka
diadakan rapat di Kantor Bappedal Jawa Tengah pada tang-gal 10 Mei
2001, Rapat ini dihadini oleh wakil-wakii dari Bappeda, BiroTaia
Pemerintahan, PT Perbutam Unit I, Proyek Jratunseluna, Kantor
Pertanaban Kabupaten Bovodah, rdan Kantor Penpendaitan Danoak
Lingkungan Boyolali. Hasil-basil dan pembagian tugas vang disepakats
dalam rapat ind antara Jam sehagai beriion:

a. Laban huian vang dikebendaki warga Kedupgpong  dapa
gisepakati.

b. Perlu segera diproses usulan Gubernur kepada Menteri Kehutanzn
sval tokar-inenukar tanah, deipan teimbusan surat kepada Direktar
Utanna PT Perhutani serta Kepata P Perhotani Unit { Jawa Tengah.

¢ Usodan tukar-menivdar fanah baros mwenyebutkan keterduan yang
‘berfaku, dengan kewajiban mengganti tanah yanyg diguivakan dengan
perbandingan 171, dan fermesuk inergpant biaya iegskan serta
pengukolian, dan menyebotkan rencana colow lokasi tanah

petigpantinya.



84

d. Bappedai Jawa Tengab bertugas menyiapkan surat Gubernur kepada
Menhnt.

e. Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Kanfor Pengendalian Dampak
Lingkungan Boyolali diminta segera menginventarisasi calon tanah
pengganfi

£ Biro Tata Pemerintahan Sekda Propimnsi Jawa Tengab menviapkan
usnian dana notok sertifikasi tanab warpa Ke-dungombo serta foaya
pengadaan tanab nnfuk pengpani Jahan P Perbmtani Unid 1 Jawa
Fenpah

D4 samping itn, rapat terpadu ind ynga menvepakaii beberapa
rencana aks) nofok sepera direalisas:, antara i sebagas berikuod:

a. Snrvel pengokoran dan peinetaan O Japaigan sekalipes persiapan
penpizviingan aban permokimen (il membotoldkan béaya Rp
15 mta). Sebapai pelaksananya adalah Proyek Jratwrsehma dem
Kantor Pertandhan Boyolali *

b. Musyawarah fanjutan votok pemantapan refokasi dan peibagian
kaviing denpan warga Kedungpring, yairg diperkirakan memeriokan

bigya Rp 2,5 juta.

% Budi Pramono, Wawancara Pribadi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 1 NOvember
2005.
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¢. Pembersihan lahan dan pemetaan tanah rencana tapak rumah serta
halaman yang diperkirakan memerinkan dama Rp 65 jota Proyek
Jratunseluna ditunjuk menjadi pelaksana tekais ™
Sesnai dengan aspirasi warga dan setelab persiapan relokasi warga
dapat direalisasi, diperlukan Jangkah-iangkab operasional yang berfanjnt
vaitu sehagai berikut :

1. Perln terus diadakan musyawarah dengan warga, melalui penmjauan

kelompok-kelompok warga, untuk mencapai kesepabhaman antara
aspirasi warga dan kebijakan yang dapat direalisass pemerinian.

2. Dinas/instansi terkait di Boyolali dan Pemerintah Propinsi Jjawa
Tengab perln mengakomodast hasii-hasil kesepakatam ferdahnin, nnmk
didnkunp, denpzm pembiayasn dari APBI Kabupaten, APRD Propinsi,
dan APBN. Anppaman ipi fenama utok mereatisasikan mropram-

propeam peringkeatan keseiahieraan mosyamkst, yanp antara dmn

Terriini atas kepiatam-kepiatan di havwaly 1o -
n Pempembangan nsaha pertanbm  (pepodshan fammh perkmiam

pearverhizam hibit famaman nrodokad’ errhem ek hamoan msehs

é 24 . .
i AR FATON0, Up. UL




,b.)
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h. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan (pelatihan tenaga
terampil, bantuan peraiatan wsaha rumah tngpa, dan bantuan
pendampingan).

¢. Penyediaan dukungan baniuan modai nsabaskoperast nntuk dikelola
kelompok.

d. Perbaikan dan peningkatan jalan Kacangan-Kedungrejo sampai ke
permukiman warga Kedungpring,

e. Menginventarisasi kebntuhan biaya bagi proses pemindahan
momah, pembangunan Tumah-rumah penduduk dengan fasiiiias
penunjang, impkonpan seperfi air bersih, isink, jalan, drainase
Imglongan, pembangunan masjid/muoshola, dan pembuatan baiaj
pertemuan.

Untuk menangani permasalahan Imgkungan sosial waduk, yang

bersifal lintas-sekforal, diperiukan koordinasi secara terpadn (mniai

dari 1ahap perencanaan, pelaksanaan, evaiwasi, sampai dengan
pengembangan hasil di lapangan), baik di tingkat propinsi, kabupaten,
kecamatan, sampai desa-desa. Keglatan koordinasi, evatuasi, maupun
pemantavan tidak hanya dilakukan ofeh dinas/instansi terkait. Yang
febih penting adatah melibaikan peran seria warga Kedungpring yang

menjadi sasaran dan pelaksana di fapangan.
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Untuk memuluskan program relokasi, Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah justru memperhatikan potensi penolakan warga. Diprediksi warga
Kedungpring, yang selama belasan tahun hidup menderita di kawasan
sabuk hijau, tidak bersedia direlokasi jika tak dimmbangi dengan
penanganan yang memadai. Akan tetapi di sisi lain pemerintah berusaha
supaya ‘"penanganan yang memadai" ini tidak menimbulkan
kecemburuan bagi warga lainnya yang lebih dulu direlokasi, pindah
secara swadaya ke desa-desa terdekat, serta mereka yang mengikuti
program transmigrasi.

Berbagai pertimbangan inilah yang melahirkan program-program
aksi yang elegan, karena dapat dimodifikasi atau mengarah pada
pemenuhan aspirasi warga. Program-program aksi yang hendak
dyalaitkan kemudian menggunakan beberapa konsep pendekatan sebagai
berikut:

1. Pendekatan Kelompok Mbah Jenggot
a. Alokasi bantuan maksimal yang diberikan kepada kelompok ini
sebesar Rp 275.775.000
b. Kegiatan aksi lapangan yang dapat dibiayai dengan dana tersebut
adalah:

- Bantuan biaya pindah bagi 24 KK sebesar Rp 36.000.000
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- Bantuan untuk pembangunan pondasi rumah 24 unit sebesar
Rp 70.625.000.
- Bantuan perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga
sebesar Rp 169.150.000.
2. Pendekatan Kelompok Darsono
Alokasi bantuan maksimal yang diberikan kepada kelompok ini
sebesar Rp 809.100.000. b. Kegiatan aksi lapangan yang dapat
dibiayai dengan ’ dana tersebut adalah:
- Bantuan biaya pindah bagi 62 KK sebesar Rp 93.000.000
- Bantuan untuk pembangunan pondasi rumah 62 unit sebesar Rp
155.280.000.
- Bantuan perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga
sebesar Rp 560.820.000.
Namun upaya untuk merealisasi rencana relokasi mengalami beberapa
kendala yang tidak ringan. Misalnya, pada tanggal 22 Januari 2002
Gubernur mengirim surat kepada Menhut yang isinya meminta izin
membuka lahan di areal milik Perhutani. Namun sampai sekian lama
belum ada jawaban dari Menhut, sehingga relokasi juga belum bisa
dilaksanakan. Akhimya, Gubernur secara tertulis mengeluarkan izin yang

mendahului izin Menteri Kehutanan.
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4.2.3.2. Upaya hukum yang dilakukan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua masyarakat
menyepakati nilai ganti rugi dananya merupakan pinjaman dari Bank
Dunia yang mesti dipertanggungjawabkan, sehingga diambillah jalan
"oraktis" wuntuk menyelesaikan masalah: intimidasi, kekerasan,
pemaksaan.

Sebagian warga memang menyerah, sehingga pergi dan
kampung halaman-nya melalui tiga cara : transmigrasi kefuar Jawa,
relokasi di permukiman pengganti di Kayen Baru, Kedungmulyo, dan
Kedungrejo, serta pindah secara swadaya di desa-desa di sekitar waduk
termasuk di Desa Gilirejo. Tetapi sebagian lagi mencoba melawan, atau
lebih tepat mempertahankan hak-haknya.

Menurut data yang dihimpun Kelompok Diskusi Wartawan
(KDW) Propinsi Jawa Tengah, dari 5283 KK Prediksi KDW
PropinsiJawa Tengah (2002) yang terkena proyek pembangunan waduk,
50% di antaranya memilih pindah secara swadaya, 25% mengikuti
program transmigrasi, 13% menempai permukiman pengganti (Kayen
Baru, Kedungmulyo, dan Kedungrejo), dan 12% lainnya nekat bertahan

di kawasan sabuk hijau).
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A Pembelgan Diri Melalui Jalur Hukum

Oleh karena belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi,
maka masalah pembebasan tanah mengalami hambatan yang serius.
Bahkan hambatan masih terjadi pada akhir penyelesaian proyek dan
ketika akan dilakukan pengisian waduk. Oleh sebab itu, Menteri PU
mengeluarkan Surat Nomor -TN 01.20 Mn/725 tertanggal 29 Oktober
1988 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA), untuk
memohon petunjuk pelaksanaan ganti rogi dalam rangka pembebasan
tanah untuk kepentingan proyek pembangunan Waduk Kedungombo.

Atas permohonan tersebut, MA mengeluarkan fatwa Nomor:

578/1320/88/11/UMTU/Pdt tertanggal 16 November 1988, yang

menyatakan bahwa nang ganti mgi {anah milik penduduk yang tidak

atau belum diambil warga dari Panitia Pelaksana Pembebasan
Tanah/Pemimpin  proyek, pelaksanaannya dilakukan dengan
menggunakan Lembaga Penawaran Pembayaran, yang diikuti dengan
konsinyasi (sistem penitipan) lewat pengadilan negeri (PN) terdekat.
Kebetnlan sejumlah warga yang belum menerima
kesepakatan ganti rugi tinggal di Kabupaten Boyolali. Karena itu, PN
terdekat yang dimaksud adalah PN Boyolali. Mengacu fatwa MA
tersebut, PN Boyolali dalam putusannya mengabulkan permohonan

Departemen PU c.q. Direktorat Jenderal Pengairan/Proyek Induk



91

Jratunsehma  (Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana) agar PN
Boyolali melakukan penawaran pembayaran ganti rugi yang diikuti
dengan konsinyasi.

Dalam sidang di PN Boyolali, Majelis Hakim memutuskan
bahwa uang konsinyasi sebagai ganti rugi tanah/ bangunan sebesar Rp
2,6 miliar bagi 799 KX yang belum mengambilnya (sebagian besar
dari mereka bertahan di kawasan sabuk hijan), ditetapkan sebagai
konsinyasi dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga memiliki
kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, uvang ganti rugi tidak lagi
menjadi milik negara, namun dianggap sudah menjadi milik
penduduk/pemilik tanah, yang hanya bisa diambil yang bersangkutan
maupun knasa yang ditunjuknya.

Kehadiran sejumlah LSM atan kelompok-kelompok
kepentingan lainnya di masa-masa sulit ini ternyata sungguh
memberikan pencerahan dan kesadaran baru bagi warga Kedungombo.
Ketika pemerintah memakai jalur hukum, warga yang ditopang
beberapa LSM pun mencoba mencari pembelaan lewat jalur hukum.

Perjuangan rakyat melalui jalur hukum, meskipun hasilnya
dianggap belum memuaskan, setidaknya telah meningkatkan
kesadaran rakyat bahwa kokohnya prinsip penguasa tak selalu harus

ditentang secara fisik. Terbukti banyak penentangan rakyat terhadap
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;penguasa berakhir dengan sia- sia, tanpa hasil, sebagaimana
‘penentangan rakyat atas pembangunan Waduk Nipah di Sampang,

Madura, yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Sebenamya menempuh jalur hukum di masa Orde Baru pun

lebih banyak merupakan upaya sia-sia, karena penguasa juga
‘mencengkeram kuat bukan hanya terhadap aparaturnya tetapi juga

terhadap institusi penegak hukum itu sendiri. Tetapi, paling tidak

warga masyarakat mempunyai pandangan bahwa penyelesalan
masalah tidak harus dihadapi dengan kekerasan — seperti dicontohkan
penguasa terhadap rakyatnya — melainkan ada saluran lain (hukum)
meski saat itn masih tersumbat.

Fatwa MA dan putusan yang diambil PN Boyolali soal nilai

ganti rugi dan sistem konsinyasinya ditentang habis-habisan oleh

sejumlah warga vyang tergabung dalam Paguyuban Warga

Kedungombo (PWK), yang saat itu “dikomandani” Darsono. Bahkan

.pada tanggal 13 Juni 1990, 54 warga Kedungpring yang mewakili 500
rekan-rekan senasib mengajukan gugatan permohonan ganti rugi ke

PN Semarang,

Dalam perkara ini, pihak penggugat diwakili Martodiharjo
Sugiyo. Sebagai pihak tergugat adalah Gubernur Jawa Tengah yang

berkedudukan di Jalan Pahlawan No 9 Semarang, seria Dirjen
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Pengairan (c.q. Pimpinan Proyek PWS Jratunseluna, c.q. Pimpinan
Waduk Kedungombo) yang berkedudukan di JI Brigjen Sudiarto No
375 Semarang, dan diwakili oleh Fuad Thalib SH.

Substansi gugatan adalah Gubemur mengeluarkan SK. No.
593.8/105/1988 tentang pedoman penetapan nilai ganti mgi. Su-rat
Keputusan yang diterbitkan per tanggal 2 Mei 1988 itu dianggap tanpa
sepengetahuan para penggugat. Padahal, ketika 1tu belum ada
peréetujuan ganti rugi antara tergugat dan para penggugat. Tuntutan
penggugat adalah sifa jamian atas rumah dinas Gubernur di Jalan
Puri Gedeh Semarang, kantor Jratunseluna di Jalan Brigjen Sudiarto
No 375 Semarang, dan uang ganti rugi 2% per bulan dari jumiah
kerugian penggugat sebesar RP 375.936.882.

Tetapi Pengadilan Negeri Semarang mengambil putusan
menolak permohonan pihak penggugat. Beberapa poin penting dari
putusan Pengadilan Negeri Semarang (tertanggal 20 Desember 1990)
adalah sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan dari pihak penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
24.500.
Atas putusan ini, warga mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi Semarang. Dalam putusan tertanggal 19 April 1991, PT
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Semarang justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang,
Warga Kedungpring yang bersemangat memperoleh keadilan —
sesuaty yang mesti dihargai— tidak punya pilihan lain kecuali
mengajukan kasasi ke MA, yang hasilnya ternyata amat mengejutkan
dan menggemparkan dunia peradilan nasional pada waktu itu.

Majelis Kasasi MA vyang dipimpin oleh Prof Asikin
Kusumaatmadja mengeluarkan Putusan MA Reg No. 2263
K/Pdt/1991 (tanggal 28 Juli 1993) yang berisi poin-poin sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

2. Membatalkan putusan PT Semarang.

3. Menyatakan konsinyasi di PN Boyolali batal demi hukum,

4. Menetapkan para penggugat/pembanding dan pemohon kasasi
adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa.

5. Memerintahkan para tergugat / terbanding / termohon kasasi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000.

6. Memerintahkan para tergugat/ terbanding / termohon kasasi untuk
membayar ganti rugi tanah sebesar Rp 50.000/m2, ganti rugi
tanaman Rp 30.000/batang dan ganti rugi immaterial sebesar Rp 2

miliar.
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Tidak banyak yang menyangka jika Majelis Kasasi MA
mampu mengeluarkan putusan "seberani” itu. Tentu saja putusan
kasasi MA ini juga mendapat respon dari pemerintah. Oleh sebab itu,
pihak-pihak tergugat langsung mengajukan permohonan Peninjauan
Kembali (PK).

Rupanya putusan Majelis Kasasi yang dipimpin Prof Asikir
tak berumur lama hanya 15 bulan, putusan yang memenangi warga
Kedungpring itu dirubah dengan putusan yang baru yaitu putusan MA
yang intinya mementahkan seluruh putusan Majelis Kasasi MA,
melaluii Putusan MA Reg. No. 650 PK/Pdt/1994, tang 26 Oktober
1994, yang antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjavan Kembali oleh para
pemohon PK.

2. Membatalkan putusan MA Nomor 2263 K/Pdt/1991 tangal 28 Jul:
1993.

3. Menolak gugatan yang diajukan para penggugat.

4, Menghukum para penggugat agar membayar biaya perkara sebesar
Rp 75.000.

Untuk menguatkan putusannya yang amat mengecewakan

warga, MA mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:
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1. Majelis Kasasi (yang diketuai Prof Asikin) telah mengabulkan hal
yang tidak dituntut, atau lebih daripada yang dituntut, yaitu
a. Dalam petitam gugatan, termohon PK menuntut ganti rugi

sebesar Rp 10.000/m2 untuk tanah dan untuk bangunan paling
mahal Rp 35.000/m2. Tetapi dalam putusan Majelis Kasasi,
panti rugi ditetapkan Rp 50.000/m2 untuk tanah dan/atan
bangunan, serta Rp 30.000/batang tanaman. Putusan tersebut
bertentangan dengan Pasal 1 78 ayat 3 HIR.

b. Dalam petitum maupun pertimbangan tidak pernah disinggung
pemohon PK untuk membayar biaya imateriil. Namun dalam
amar putusannya, Majelis Kasasi ternyata menetapkan ganti
rugi imateriil sebesar Rp 2 miliar, yang didasarkan pada
petitum subsider. Padahal Majelis Kasasi terlebih dulu
mengabulkan petitum primer Termohon PK.

2. Majelis Kasasi telah menyatakan penetapan konsinyasi dari PN
Boyolali batal demi hukum, dengan alasan melalui konsiyasi
dianggap penggugat/para termohon PK tidak mempunyai
kesempatan membela diri dan salah penerapannya. Padahal MA
dalam putusan No. 135/Pdt/1 989 tanggal 19 Juli 1990
membenarkan adanya lembaga penawaran yang di-ikuti

konsinyasi, sehingga masalah pembebasan tanah atas dasar
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konsinyasi telah dijatuhkan oleh MA dengan putusan yang satu
sama lain bertentangan.

3. Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang
nyata, yaitu:
i. Kelira dan khilaf dalam memahami pengertian musyawarah.

i. Tidak mempertimbangkan kontramemori kasasi pemohon PK.

iii. Keliru dan khilaf dalam menafsirkan Pasal 1404 KUH Perdata,
yang diperkuat oleh Surat MA Nomor 5781/1320/
88/11/UMTU/PdL {angpal 16 November 1988. Besarnya ganii
rugt tanah/bangunan tidak dipertimbangkan dan tidak
mempunyai dasar hukum, sehingga melanggar Pasal 23 Ayat 1
UU Nomor 14/1970 jo SEMA Nomor 3/Tahun 1974.

iv. Penentuan harga dasar tanah/bangunan tidak ber-dasarkan SK
Gubernur Jawa Tengah No 593.8/135/1987 tanggal 2 Mei
1987.

v. Tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan
mdividual dan kepentingan uwmum, padahal mestinya
memperhatikan secara materiil harga patokan tanah yang telah

ditetapkan berkala oleh Bupati Boyolali.
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Tuntutan warga Kedungombo melalui jalur hukum
merupakan teladan yang sangat baik bagi kelompok masyarakat yang

lain-nya.

B. Perlawanan Tanpa Kekerasan

Semangat berjuang masyarakat Kedungombo di awal
pelaksanaan proyek pembangunan waduk patut diacungi jempol Sulit
dipercaya mereka mampu melakukan resistensi terhadap kebijakan
Waduk Kedungombo yang mereka anggap kurang aspiratif.

Warga Kedungombe memang melakukan apa yang disebut
ketidakpatuhan sipil, tetapi ketidakpatuhan sipil itu merupakan
ekspresi penolakan warga vyang mereka anggap belum
menguntungkan rakyat.

Rakyat bawah tidak lagi menurut apa yang diperintahkan
negara melalui tindakan berdalih hukum oleh aparaturnya. Me reka
menolak keras, bahkan melakukan perlawanan kolektif dalam format
protes teratur atau profes tak teratur. Ironisnya bentuk ketidakpatuhan
sipil —sebagai reaksi atas kebijakan negara yang dirasakannya belum
bijak— itu justru direspon pemerintah sebagi ketidaksantunan sosial,
bahkan dianggap tindakan melanggar hukum.

Situasi yang iercipta makin mengarah kepada pertentangan

diametral antara masyarakat miskin, yang melabelisasikan diri
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dengan idiom rakyat, lawan negara (pemerintah) yang mengkiaim diri
sebagai pelayan rakyat. Pertentangan yang tidak ada titik
penyelesaiannya itu karena pada dasarnya rakyat jelata (masyarakat
sipil) sering bertubrukan kepentingan dengan negara (kekuasaan).

Penting dicatat adalah warga yang menjadi korban pemba-
ngunan waduk justru lebih mengutamakan pertentangan tanpa
kekerasan. Jika sesekali muncul perlawanan fisik, itu merupakan hal
wajar dalam sebuah kelompok massa, serta frekuensinya boleh
dikatakan minim.

Padahal kehidupan mereka praktis semakin memburuk sejak
proses pembebasan tanah hingga pembangunan waduk dimulai.
Mengapa mereka tidak mencoba menggugatnya dengan kekerasan?
Mungkin saja warga Kedungombo tidak mampu mengimbangi
absolute power (kekuasaan mutlak] pengunasa. Namun ada alasan lain
yang lebih elegan, sebagaimana diceritakan Darsono yang saat itu
menjadi ketua Pagnyuban Warga Kedungombo (PWK).

Sebelum 34 warga eks Kedungombo menggugat pemerintah
(melalui PN Semarang), pemerintah melakukan pembebasan tanah
milik sebagian besar warga —terutama yang sudah bersedia pindah
ke lokasi transmigrasi maupun permukiman pengganti. Artinya

pembangunan fisik sudah bisa dimulai saat itn juga, kendati masih
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ada beberapa warga yang belum sepakat. dengan nominal ganti rugi.
Bahkan, pada tanggal 16 Januari 1989, ketika sebagian bangunan
fisik selesai, dan pada saat masih ada yang belum menyepakati nilai
ganti rugi, Waduk Kedungombo malah sndah digenangi air.

Sekitar satu setengah tahun kemudian, yakni medio 1990,
ternyata 761 dari 799 KK yang menolak proses ganti rugi masih
bertahan di areal sabuk hijau, karena tuntutan nilai ganti rugi yang
wajar belum juga terpenuhi. Mereka berasal dari Kemusu,
Genengsari, Klewor, Nglanji, Ngrakum, Sarimulyo, Watugede,
Bawu, serta Wonoharjo.

Namun tidak semua warga yang bertahan di kawasan sabuk
hijau tak man mengambil konsinyasi ganti rugi. Soalnya banyak pula
yang sudah menerima ganti rugi ikut bermukim di sana pula,
sehingga jumlah warga yang menempati kawasan terlarang itu
mencapai 3.006 KK.**,

Perlawanan rakyat tanpa kekerasan juga dilakukan secara
simbolik, dalam bentuk menolak mengambil ikan dari perairan

waduk, serta menolak pirdah ke permukiman pengganti yang

* Berdasarkan data per 21 Agustus 2001, sebelum proses negosiasi yang dilakukan Gubemur
Mardiyanto untuk merelokasi warga ke permukiman pengganti bagi warga Kedungpring mencapai
kata final, masih terdapat 721 KX yang tinggal di kawasan sabuk hijau. Sedangkan uang konsinyasi
yang belum diambil warga, menurut data di PN Boyolali per April 2000, berjumiah Rp 678.114. 882
untuk tanah seluas 105,2624 ha, yang terdin atas 697 berkas mifik 618 warga,
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disediakan pemerintah. Mereka juga melancarkan protes politis,
misalnya berunjuk rasa ke kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jawa
Tengah, Kantor Bupati Boyolali, dan berdemonstrasi di lokasi waduk.

Upaya pembelaan diri warga Kedungombo ini sebagai
"laboratorium politik" perlawanan masyarakat sipil terhadap negara.
Sebelum munculnya Kasus Kedungombo, berbagai kebijakan
pemerintah yang berdalih "demi pembangunan” tidak pernah
mendapat penentangan maksimal seperti dalam Kasus Kedungombo.
Kasus ini telah memberikan pelajaran berharga bagi kedua belah
pihak. Pertama, pelajaran bagi pemerintah supaya mau mendengar
kemanan warga masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang
berdampak luas bagi masyarakat. Kedua, pelajaran bagi masyarakat
untuk tidak mudah mengamini setiap kebijakan yang merugikan.

Penderitaan warga Kedungombo dapat dilthat baik secara
materiil maupun imateriil. Bagaimana suatu desa yang
berpermukiman warga, dengan budayanya yang melekat, makam para
leluhur, cerifa sejarah, dan sisi-sisi kehidupan yang sudah
berlangsung lama, kemudian harus tenggelam oleh triliunan liter air
yang dibendung dari Sungai Serang.

Bahkan, kalau mengikuti alur pemikiran yang sempit bahwa

penduduk sekitar Kedungombo diminta berkorban demi kepentingan
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masyarakat yang lebih luas sementara manfaat yang didapatnya tak
sebanding dengan pengorbanan mereka, kita juga akan sepakat
dengan semua sikap dan tindakan warga Kedungombo ketika
menggugat penguasa.

Pada dasarnya warga Kedungombo rela berkorban demi
kepentingan pembangunan, meski pembangunan itu lebih memberi
manfaat bagi warga masyarakat lain, andai proses pembebasan tanah
berjalan wajar tidak ada unsur paksaan maupun kekerasan, dan
dengan nilai ganti mgi sesuai dengan atau sedikit di bawah harga
umum.

Hal ini sangat lumrah, karena mereka harus berkorban untuk
kepentingan yang lebih luas. Waduk Kedungombo memang bisa
menyejahterakan masyarakat di sekitar waduk (terutama menikmati
jaringan irigasi) sementara warga Kedungombo sendiri harus rela
menjadi korban penggusuran.

Secara  ekonomis, pembangunan waduk  semakin
memiskinkan masyarakat sekitar yang terpaksa melepas atau
kehilangan tanahnya. Mereka, terutama warga yang memilih bertahan
di kawasan sabuk hijau, terpaksa menjadi petani pasang-suruf,
nelayan dadakan, atau petani ikan karamba yang kurang terampil.

Akibatnya, penghasilan mereka sangat minim.
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Padahal sebelum pembangunan waduk dimulai, sebagian
warga memiliki tanah cukup luas serta dapat diandalkan baik sebagai
Jahan pertanian, perkebunan, atau sekadar tabungan di masa depan.
Maka ketika terjadi perubahan drastis dalam kehidupan mereka,
muncul apa yang disebut “"sentimen kolektif’, di mana warga
Kedungombo mulai berani menggelorakan semangat anti-
pembangunan bahkan semangat anti-pemerintah.

Hal itu berlangsung sampai terjadi pergantian kepemimpinan
baik di tingkal nasional, propinsi, maupun kabupaten. Bahkan pada
masa sekarang, spiril pugatan warga makm memmngkat, semng
dengan euforia reformasi yang dipahaminya sebagai "kebebasan yang
sebebas-bebasnya”.

Padahal, berbagai kebijakan vyang diambil Pemerntah
Propinsi Jawa Tengah pada era kepemimpinan Gubernur Mardiyanto
cenderuﬁg berpihak pada warga Kedungombo, baik yang menempah
kawasan sabnk hojan aian pindab ke permukiman penpoant vang
tidak jauh dari lokasi waduk.

Berbagai solusi yang ditawarkan maupun pendekatan yang
dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada warga
Kedungombo dengan berbagai model sesuai dengan anatomi kasuns

masing-masing. Tetapi, semua itu masih dianggap sebagian warga
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belum mampu menyembuhkan luka psikologis yang dialaminya.
Masih tersisa kecurigaan sebagian warga terhadap semua yang berbau
"pemerintah”.

Oleh karena itu warga sempat memprotes ketika Gubernur
Mardiyanto menganggap Kasus Kedungombo secara hukum sudah
selesai, dengan adanya Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994
tanggal 26 Oktober 1994, yang mengabulkan permohonan Peninjauan
Kembali (PK) oleh pihak pemohon (pemerintah), sehingga ketetapan
ganti rugi Rp 50.000/m2 tanah dan Rp 35.000/batang tanaman
(sebagaimana hasil putusan MA/ sebelumnya) menjadi batal.

Pernyataan Gubernur itu berdasarkan pada fakta hukum yang
terjadi. Proses hukum memang belum dikatakan sudah final,
mengingat sejauh ini belum ada dasar hukum yang kuat maupun
yurisprudensi mengenai upaya mengajukan permohonan "Peninjanan
alas Peninjauan Kembali" Upaya int pernah dicoba pihak Kejaksaan
Agung dalam kasus Tommy ‘Soeﬁaﬁo, tetapi memunculkan silang
pendapat di kalangan pakar/praktisi hukum, dan sampai sekarang

tidak ada kelanjutannya.
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PENUTUFP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab empat, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk
Kedung Oimbo dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Dasar hukum yang dipakai dalam pembebasan tanah adalah PMDN
No0.15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pembebasan Tanaii;

b. Bentuk-bentuk atan cara yang digunakan dalam pemberian ganti
kerugian adalah
a. pemberian ganti kerugian berupa uang;

b. merelokasi masyarakat ketempat yang telah disediakan.

c. Bagi para pemilik tanah yang belum atau tidak mengambil uang gamnii
kerugian maka uang tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri
(konsinyasi).

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganii
kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah
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ketidaksepakatan ientang besaran ganii kerugian karena keterbatasan dana
dari Pemerintah sehingga bentuk dan besaran ganti kerugian penetapanitya
tidak sesuai dengan harga pasar setempat (uinum), hal ini dinilai tes
rendah atau iidak wajar.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemeriniah dalam pelaksanaan
pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo
adalah menurut pemerintah secara hukum sudah selesai, dengan adanya
Putusan MA Reg. Nomor 650 PK Pdt/1994 tanggal 26 Okiober 1994,
yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak
pemohon (pemerintah), sehingga ketetapan ganti rugi Rp 50.000/m2 tanah
dan Rp 35.000/batang tanaman (sebagaimana hasil putusan MA/
sebelumnya) menjadi batal, akan tetapi pada kenyataannya proses hukuin

R

memang belumn dikatakan sudah final, mengingat sejauh ini belum ada

dasar hukum vang kuat maupun yurisprudensi mengenai upaya

mengajukan permohonan "Peninjavan atas Penimjauan Kembali” Upaya
ini pernah dicoba pihak Kejaksaan Agung dalam kasus Tomiiy Soeharto,
tetapi memunculkan silang pendapat di kalangan pakar/prakiisi hukum,
dan saimpai sekarang tidak ada kelanjutaniya.

Oleh karena belum semua warga menyepakati milai ganti rugi, maka
masalah pembebasan tanah mengalami hambatan yang serius. Upaya

ang dilakukan oleh masyarakat mengajukan gugatan melalui P
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Semarang dengan tergugat adalah Gubemur Jawa Tengah dan Dirjen
Pengairan (c.q. Pimpinan Proyek PWS Jratunseluna, ¢.q. Pimpinan Waduk
Kedungombo) tetapi Pengadilan Negeri Semarang mengambil putusan
menolak permohonan pihak penggugat sehingga atas putusan ini, warga
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, sampai akhirnya
masyarakat mengajukan Kasasi ke MA. Atas putusan MA tersebut, pihak
pemerintah mengajukan PK.
Saran-saran

Pada hakekatnya pada saat terjadi pembangunan yang dilakukan
dengan pembebasan tanah, maka saat itu pula telah tercipta masalah yang javh
lebih besar dibidang pertanahan. Hal ini dikarenakan pemilik tanah yang
dibebaskan akan mencari tempat baru untuk hidup dan berinteraksi dengan
lingkungan barunya yang tentunya membawa masalah yang lebih kompleks
lagi.

Oleh karena itu memurut penulis hendakiya jangan ieriain
meimijukkan keberfasilan pernbangunan yang tetah divapai, akan tetapi
inelupakan akibai dan peimbainguivan itu sendiri. Jad dalant inclaksairahai
suaty pembagonan hendaknya lebih proporsional dain profesional aitaia

peinbanguinai yang dilaksanakan dengan akival yaing ditiinbulkai.
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